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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
Lingkup Hak Cipta 
Pasal 2 : 

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan 
atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ketentuan Pidana 
Pasal 72 : 

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan per--buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 
1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,oo (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,oo (lima milyar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu 
Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 
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PENGANTAR 
MATA KULIAH 


Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum ini untuk memperkenalkan 
Mahasiswa pada hukum secara umum dan bukan hukum dari satu 
hukum negara atau yurisdiksi tertentu. Buku ini di tulis dengan tujuan 
sebagai buku ajar untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan 
dasar-dasar ilmu hukum. Pengantar Ilmu Hukum merupakan landasan 
bagi mata kuliah lanjutan dalam ilmu-ilmu berbagai bidang hukum. 


Pengantar Ilmu Hukum sering disebut Ensiklopedia Hukum. 


Pengantar Ilmu Hukum adalah suatu pelajaran dasar, mengantar 
menunjuk jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum yang sebenarnya. 
Secara formilnya memberikan suatu pemandangan secara ringkas 
mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai kedudukan 
ilmu hukum disamping ilmu-ilmu yang lainnya lebih lanjut mengenai 
pengertian-pengertian dasar, azas dan penggolongan cabang-cabang 
hukum. Untuk bisa mengerti, memahami cabang-cabang atau 
bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum, maka sangatlah penting 
menguasai Pengantar Ilmu Hukum. Terdapat enam materi pokok 


bahasan dalam buku ini. Keenamnya adalah. 


1. Konsep Dasar Ilimu Hukum 


2. Masyarakat, Kaidah, Moral Dan Hukum 
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3. Sumber-Sumber Hukum 

4. Sistem Hukum 

5. Teori-Teori Hukum 

6. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kenyataan 


Kriteria penilaian sebagai telah diatur dalam Peraturan Akademik, 
dengan unsur-unsur penilaian yaitu: Kuis, Tugas Mandiri, Tugas 
Kelompok, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. Pada 
setiap pokok bahasan ada capaian kompetensi bagi mahasiswa. 
Selengkapnya dapat di lihat dalam table 1. 


Minggu Pokok Bahasan Kompetensi Akhir Metode 
Pembelajaran 
1-2 Konsep Dasar Mahasiswa mampu menjelaskan ceramah, diskusi, 
Ilimu Hukum pengertian dan lingkup ilmu hukum, — belajar mandiri 


serta hubungan dan perbedaan 
Pengantar Ilmu hukum dan 
Pengantar Hukum Indonesia 


3-4 Masyarakat, Mahasiswa mampu menjelaskan ceramah, diskusi, 
Kaidah, Moral hubungan masyarakat dengan belajar mandiri 
dan Hukum hukum dan hukum sebagai 


kaidah, serta tujuan dan fungsi 
masing-masing kaidah dalam bagi 


masyarakat 
5-7 Sumber-Sumber — Mahasiswa diharapkan dapat ceramah, diskusi, 
Hukum menjelaskan pengertian sumber belajar mandiri 


hukum dan dapat membedakan 
sumber hukum formil dan materil 


8 UJIAN TENGAH SEMESTER 
9-10 Sistem Hukum Mahasiswa dapat memahami sistem — ceramah, diskusi, 
hukum yang berlaku di dunia dan belajar mandiri 


konsep-konsep pengertian sistem 
hukum, kelemahan dan kelebihan 
masing-masing sistem hukum yang 
berlaku, serta berlakunya sistem 


hukum 
1-12 Teori-Teori Mahasiswa diharapkan dapat ceramah, diskusi, 
Hukum menjelaskan perkembangan belajar mandiri 


pemikiran ilmu hukum dengan 
berbagai aliran/mazhab ilmu 
pengetahuan hukum 


13-15 Ilmu Hukum ceramah, diskusi, 
Sebagai Ilmu belajar mandiri 
Kenyataan 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 


BABI 
Konsep DASAR ILMU HUKUM 


Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan lingkup 
ilmu hukum, serta hubungan dan perbedaan Pengantar Ilmu hukum 


dan Pengantar Hukum Indonesia. 


A. Apakah Hukum itu? 


Istilah hukum memunculkan berbagai macam gambaran di 
masyarakat. Bagi sebagian orang, hukum bisa berarti dilarang membeli 
narkoba, atau dilarang mencuri. Bagi yang lain, hukum adalah 
membayar pajak penghasilan, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), 
membuat Suat Ijin Mengemudi (SIM), didenda karena melanggar lalu 
lintas. Untuk yang lain lagi, hukum berkaitan dengan apa legislator 
membuat peraturan atau hakim memutuskan perkara, dan masih 


banyak lagi gambaran hukum di tengah-tengah masyarakat. 


Para ahli hukum telah lama memperdebatkan pertanyaan, apakah 
hukum itu? Bagaimana cara mengidentifikasi ketika masyarakat diatur 
oleh aturan hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini tergantung pada 
sudut pandang bidang ilmu untuk mendefinisikan apa itu hukum dan 


hubungannya dengan masyarakat. Namun setidaknya karakteristik 
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hukumnya adalah adanya lembaga (institusi) yang menerapkan sanksi 
dan adanya pelaku atau yang melanggar hukum (Hadfield & Weingast, 


2012). 


Para ahli hukum mencoba untuk memberikan pengertian hukum, 
tetapi belum ada satu pun yang mampu memberikan pengertian 
hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Ketidaksepahaman 
dalam definisi hukum menjadi mungkinkah hukum didefinisikan? 
karena hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya, karena 
hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat. Ketiadaan 
definisi hukum menjadi kendala bagi mereka yang baru saja ingin 
mempelajari ilmu hukum, karena hukum adalah sarana yang memiliki 


tujuan membentuk perilaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 


Meskipun pengertian ataupun definisi hukum tidak bisa diberikan 
secara lengkap, namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan 
tentang pengertian dari hukum itu sendiri antara lain yakni (Syahrani, 


2009): 


a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya 
merupakan suatu rechtgewohnheiten.” 

b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang 
diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan. 

c. Paul Bohannanyang berpahamantropologis, hukum merupakan 
himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata 
hukum. 

d. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum 
sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan 
kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam- 
diam. 

e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah 
keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara 


keinginan pribadi. 


Hukum dalam perspektif sosiologis, salah satu definisi hukum 


yang paling berpengaruh adalah dari Max Weber. Hukum akan disebut 
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hukum jika secara eksternal dijamin oleh probabilitas bahwa adanya 
pemaksaan (fisik atau psikologis), untuk mewujudkan ketertiban dan 
diterapkan oleh orang-orang yang menganggap diri mereka sangat 


siap untuk tujuan itu (Rheinstein, 1954). 


Weber berpendapat bahwa hukum memiliki tiga ciri dasar yang, 
secara bersama-sama, membedakannya dari yang lain. Pertama, 
tekanan untuk mematuhi hukum harus datang secara eksternal 
dalam bentuk tindakan atau ancaman tindakan oleh orang lain 
tanpa memandang apakah seseorang ingin mematuhi hukum atau 
melakukannya karena kebiasaan. Kedua, eksternal ini tindakan atau 
ancaman selalu melibatkan paksaan atau paksaan. Ketiga, mereka 


yang menerapkan ancaman atau menegakkan hukum. 


Definisi-definisi ini mengilustrasikan beberapa cara alternatif 
dalam memandang hukum. Hukum yang di sudut pandang dalam 
substansi, penerapannya, dan pemberlakuannya serta penegakannya. 
Semuanya sebagai kontrol sosial, hukum berbeda dari bentuk 
kontrol sosial lainnya karena merupakan sistem formal mewujudkan 
aturan perilaku yang eksplisit, penggunaan sanksi yang terencana 
untuk memastikan kepatuhan dengan aturan, dan sekelompok 
pejabat berwenang yang ditunjuk untuk menafsirkan aturan dan 
menerapkannya sanksi bagi pelanggar. Selain itu, hukum dapat 
dipelajari sebagai sosial proses yang dilakukan oleh individu selama 


interaksi sosial. 


Istilah ilmu hukum adalah terjemahan dari Rechtswetenschap 
(Belanda), atau rechtswissenschaft (Jerman) atau jurisprudenz 
(Jerman), atau jurisprudence (Inggris). Istilah rechtswetenschap dan 
rechtswissenschaft menunjuk pada pengertian ilmu tentang hukum 
atau ilmu yang mempelajari hukum atau ilmu yang objek kajiannya 
adalah hukum. Istilah jurisprudenz dalam bahasa Jerman berarti 
ilmu hukum dalam arti yang sempit (Rasjidi, 1993). Sementara istilah 
jurisprudende berasal dari bahasa Latin juris yang berarti hukum dan 
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prudence yang berarti pengetahuan. Jadi jurisprudence dapat diartikan 
sebagai pengetahuan tentang hukum (Rasjidi, 1993). 


Dalam rangka mengembangkan ilmu hukum sebagai ilmu yang 
bersifat mandiri, di mana sebenarnya tempat kedudukan ilmu hukum 
dalam jajaran dunia keilmuan, apakah ia termasuk ilmu normatif 
ataukah termasuk dalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu empiris baik 
yang bersifat monodisipliner ataukah interdisipliner, atau juga 
mencakup baik ilmu yang bersifat normatif dan sekaligus empiris, 
sehingga merupakan ilmu yang unik yang mempunyai dua wajah 


(Abdurrahman, 1995). 


Menurut Utrecht, ilmu hukum itu termasuk kelompok Ilmu 
Sosial Ilmu Empiris. Sedangkan menurut A. Hamid Attamimi, ilmu 
hukum itu tidak pernah menjadi ilmu normatif murni dan tidak 
pernah pula menjadi ilmu sosial murni, karena hukum dapat berasal 
dari sollen-sein dan dapat pula berasal dari sein-sollen (Abdurrahman, 
1995). Ilmu hukum menurut Rahardjo (2000), mempunyai hakikat 
interdisipliner. Hakikat ini dapat dilihat dari penggunaan berbagai 
disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai 
aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. 
Berbagai aspek hukum, ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik 
tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lain, seperti 
politik, antropologi, ekonomi dan lain-lain. menurut Sidharta (2000), 
ilmu hukum itu termasuk ke dalam Ilmu Normatif (Ilmu Praktis 


Normologis). 


Seperti cabang ilmu lainnya, ilmu hukum juga mempunyai objek, 
yaitu hukum. Rahardjo (2000), telah menyusun suatu daftar masalah 


yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan untuk mempelajarinya, yaitu: 


1. mempelajari asas-asas hukum yang pokok, 
2. mempelajari sistem formal hukum, 
3. mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya 


dalam masyarakat: 
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4. mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang 
dilindungi oleh hukum, 

5. ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari 
mana dia datang/muncul, apa yang dilakukannya dan dengan 
cara-cara/sarana-sarana apa ia melakukannya, 

6. mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia 
diwujudkan dalam hukum, 

7. mempelajari tentang perkembangan hukum: apakah hukum 
itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini? 
bagaimanakah sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke 
masa, 

8. mempelajari pemikiran-pemikiran mengenai hukum sepanjang 
masa, 

9. mempelajari bagaimana kedudukan hukum itu sesungguhnya 
dalam masyarakat. Bagaimana hubungan atau berkaitan antara 
hukum dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat, seperti 
politik, ekonomi, dan sebagainya, 

10. apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, 


bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik keilmuannya. 


B. Pengertian Pokok dalam Hukum 
1. Subyek Hukum 

Dalam literatur, orang dan badan hukum telah didefinisikan 
sebagai “subjek hukum”. Subjek hukum adalah pendukung hak dan 
kewajiban, yang mempunyai kewenangan hukum dan kewenangan 
tersebut diperoleh dari hukum. Adapun subjek hukum terdiri atas 
orang dan badan hukum. Konsep tentang orang dalam hukum 
memegang kedudukan sentral, oleh karena semua konsep yang lain, 
seperti hak, kewajiban, dan lain sebagainya, pada akhirnya berpusat 
pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang menjadi pembawa 
hak, yang bisa dikenai kewajiban, dan seterusnya, sehingga tanpa ia 
semuanya tidak akan timbul. Sebaliknya karena adanya orang inilah 
hukum lalu menciptakan berbagai konsep sebagai sarana yang 


dibutuhkan oleh kehadiran orang dalam masyarakat (Rahardjo, 2000). 
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Konsekuensi menjadi subjek hukum bervariasi dari satu bidang 
hukum ke bidang hukum lainnya. Dalam hukum pidana, menjadi 
subyek hukum berarti seseorang disapa dengan kaidah-kaidah hukum 
pidana dan dapat dihukum jika terjadi pelanggaran. Dalam hukum 
publik, orang perseorangan dilindungi oleh hak asasi manusia. 
Manusia memiliki hak privasi, kebebasan berekspresi, kebebasan 
agama. Tidak semua hak ini bisa di terapkan dalam hal badan hukum. 
Dalam hukum perdata, konsekuensi penting menjadi subjek hukum 


adalah bahwa seseorang dapat memiliki hak, seperti properti. 


Tidak semua manusia pribadi dapat menjalankan sendiri hak- 
haknya, kecuali undang-undang menyatakan tidak cakap (Pasal 1329 
KUH Perdata). Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap menurut 
undang-undang adalah: orang-orang yang belum dewasa, mereka yang 


ditaruh di bawah pengampunan serta perempuan yang telah kawin. 


Selanjutnya orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum 
berumur 21 tahun atau belum menikah (Pasal 330 KUH Perdata). Orang 
yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang yang senantiasa 
berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran dan kekurangan 
daya berpikir seperti sakit ingatan, dungu, disertai dengan mengamuk 
(Pasal 433 dan Pasal 434 KUH Perdata). Sementara untuk perempuan 
yang telah kawin, sejak dikeluarkannya UU No. I Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, maka kedudukannya sama dengan suaminya, artinya 
cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum 


harta kekayaan. 


Sedangkan Subyek hukum dalam bentuk badan hukum dalam 
Hukum Perdata tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat- 
syarat materiil pembentukan badan hukum. Biasanya yang ditentukan 
adalah syarat formal, yaitu dengan akta notaris. Berdasarkan doktrin 
ada beberapa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam pembentukan 
badan hukum yaitu:1) ada harta kekayaan terpisah: 2) mempunyai 
tujuan tertentu, 3) mempunyai kepentingan sendiri: 4) ada organisasi 


teratur. 
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2. Objek Hukum 

Objek hukum adalah sesuatu yang bagi subjek hukum adalah 
berguna dan dapat dikuasai sepenuhnya serta dapat dijadikan sasaran 
dalam hubungan hukum. Setiap benda belum tentu merupakan 
objek hukum, misalnya bintang dan bulan di langit, karena salah satu 
kriteria bagi objek hukum adalah bahwa objek tersebut dapat dikuasai 
sepenuhnya. 


Obyek hukum menurut Pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. 
Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum 
(manusia/badan hukum) atau segala sesuatu yang menjadi pokok 
permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala 
sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Oleh karenanya dapat 
dikuasai oleh subyek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda. 
Pengetahuan tentang benda terdapat penjelasannya secara luas pada 
Buku II KUH Perdata tentang hukum kebendaan atau zakenrecht yang 


berasal dari hukum barat. 


3. Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum 

Peristiwa hukum atau fakta hukum adalah peristiwa, kejadian, 
fakta riil yang bersifat kemasyarakatan ataupun bersifat alamiah yang 
oleh hukum ditetapkan atau ditentukan: (a) kualifikasi dan/atau 
unsur-unsurnya: dan (b) akibat hukumnya. Adapun akibat hukum 
adalah timbulnya, hapusnya atau terbentuknya hak dan kewajiban 
serta sanksi tertentu yang ditetapkan oleh hukum berdasarkan 


peristiwa hukum yang terjadi. 


Rahardjo (2000), menjelaskan bahwa peristiwa hukum ini adalah 
suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan 
hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di 
dalamnya lalu diwujudkan. Suatu peraturan hukum yang mengatur 
tentang kewarisan karena kematian akan tetap merupakan rumusan 
kata-kata yang diam sampai ada seorang yang meninggal dan 
menimbulkan masalah kewarisan. Kematian orang itu merupakan 


suatu peristiwa hukum. Secara lebih rinci: apabila dalam masyarakat 
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timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang 
dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu pun 


lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. 


Rahardjo (2000), menyimpulkan bahwa tidak setiap peristiwa bisa 
menggerakkan hukum. Apabila A mengambil sepeda motor miliknya 
sendiri, maka timbullah suatu peristiwa. Peristiwa ini tidak menggerakkan 
hukum untuk bekerja, lain halnya apabila yang diambil oleh A adalah 
sepeda motor orang lain. Di sini hukum digerakkan untuk bekerja, oleh 
karena hukum memberikan perlindungan terhadap orang lain yang 
mempunyai sepeda motor tersebut. Oleh karena itu hanya peristiwa- 
peristiwa yang dicantumkan dalam hukum saja yang bisa menggerakkan 


hukum dan untuk itu ia disebut sebagai peristiwa hukum. 


Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum 
itu adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum/ 
menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan 


sebagai peristiwa hukum. 


Sedangkan hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau 
lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban 
pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang 
lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur 
hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk 
berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, 
dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin 
oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi 
bevoegdheid (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya plicht 
atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek 


hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak (Soeroso, 2017). 


Berdasarkan syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua 
hubungan merupakan hubungan hukum karena suatu hubungan 
hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan 


adanya peristiwa hukum. 
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4. Akibat Hukum 

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala 
perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek 
hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian- 
kejadian tertentu oleh yang bersangkutan telah ditentukan atau 
dianggap sebagai akibat hukum. 


Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban 
bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya mengadakan 
perjanjian, maka segala akibat yang ditimbulkan dari perjanjian 
tersebut harus ditepati oleh kedua belah pihak. Akibat hukum dapat 
berupa: 


a. Lahir atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum, misalnya: 
seseorang ketika mencapai usia dewasa maka ia menjadi cakap 
secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum. 

b. Lahir lenyapnya suatu hubungan hukum, misal: Didi mengadakan 
perjanjian jual beli dengan Udin, maka terjadi hubungan hukum 
antara keduanya. Ketika setelah barang diterima dan harga lunas 
dibayar, maka lenyaplah hubungan hukun itu. 

c. Sebagai Sanksi apabila melakukan tindakan atau perbuatan 


melawan hukum. 


5.  Unsur-Unsur Hukum 

Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para ahli 
di atas, maka hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu: a) peraturan 
mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, b) 
peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib: c) 
peraturan itu bersifat memaksa: d) sanksi terhadap pelanggaran 
peraturan tersebut adalah tegas. 


Misalnya, untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat- 
syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan 
unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana 
apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak 


pidana, meliputi: a) adanya perbuatan manusia yang dirumuskan 
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dalam undang-undang, b) bersifat melawan hukum, c) dilakukan 
dengan kesalahan, dan d) patut di pidana (Wahyuni, 2013). 


6. Karakteristik Hukum 

Karakteristik Hukum terbagi tiga yaitu: pertama, aturan, karena 
substansi dari hukum ada dalam bentuk aturan. Aturan ini tidak 
hanya menentukan bagaimana orang harus berperilaku misalnya 
jangan mencuri, jangan membunuh dan lainya. Masyarakat diatur 


tidak hanya oleh aturan hukum tetapi juga oleh jenis aturan lainnya. 


Kedua, penegakan aturan, merupakan salah satu karakteristik 
yang membedakan aturan hukum dari aturan lainnya adalah Sanksi 
memiliki yang dijelaskan secara spesifik, seperti kurungan, denda, 
ganti rugi kerusakan, dll, sedangkan sanksi aturan non hukum kurang 
spesifik. Misalnya, seseorang yang telah melakukan kejahatan dapat 
dihukum, dan ini hukuman dilakukan oleh organ-organ negara seperti 
polisi dan kejaksaan. Dari sudut pandang moral, berbohong itu salah, 
meskipun pembohong mungkin bertanggung jawab secara informal 
dan sanksi pribadi seperti celaan, mereka jarang akan diberi sanksi 


sarana sebagai sanksi hukum. 


Ketiga, Hukum Positif, sebagian besar aturan hukum dibuat 
oleh badan-badan negara, seperti parlemen, pengadilan, dan badan 
administratif. Hukum yang telah ditetapkan disebut hukum positif. 
Kata “positif” dalam hubungan ini berasal dari bahasa Latin positus, 
yang secara harfiah berarti “diletakkan”. Ungkapan “hukum positif” 


hampir identik dengan “hukum yang berlaku di sini dan sekarang”. 


Karakteristik hukum yang lain misalnya dikenal masyarakat, dapat 
diterima di masyarakat, mampu ditegakkan, stabil, mampu diubah, 
diterapkan secara konsisten, mampu menyelesaikan perselisihan. 
Sedangkan untuk dapat mengenal hukum harus dapat mengenal ciri- 
ciri hukum yaitu: a) adanya perintah dan/atau larangan, b) perintah 
dan/atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang. 
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Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, 
sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan 
sebaik-baiknya. Oleh karena, hukum meliputi pelbagai peraturan 
yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu 
dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan 
yang dinamakan kaidah hukum. Barang siapa yang dengan sengaja 
melanggar sesuatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi. Barang 
siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan 
dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaidah hukum) yang 
berupa hukuman (Kansil, 1980). 


7. Tujuan dan Fungsi Hukum 

Fungsi atau tujuan hukum Indonesia sebenarnya sudahterkandung 
pada batasan pengertian hukum itu sendiri. Di atas dikemukakan 
bahwa hukum diartikan sebagai perangkat kaidah-kaidah dan asas- 
asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam 
masyarakat. Dengan berpedoman pada batasan hukum tersebut, 
dapatlah dikemukakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mencapai 
ketertiban dan keteraturan, sedangkan tujuan dari hukum adalah 


mencapai keadilan (Kusumaatmadja, 2000). 


Tujuan hukum dalam hukum positif Indonesia tidak bisa 
dilepaskan dari aspirasi dan tujuan perjuangan bangsa sebagaimana 
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Sila Keadilan Sosial yang 


merupakan bagian penting dari sistem nilai. 


Keberadaan hukum sebagai bagian dari tatanan sosial yang ada 
di samping norma agama, kesusilaan dan kesopanan, pada dasarnya 
berfungsi untuk melindungi dan mengintegrasikan (menggabungkan 
dan menyelaraskan) kepentingan-kepentingan anggota masyarakat 
yang ada. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum 
(termasuk hukum Indonesia) yang memberi pedoman dan petunjuk 
tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Hukum juga 
menunjukkan mana yang boleh dan tidak boleh melalui norma- 


normanya yang bersifat mengatur dalam bentuk perintah dan larangan. 
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Menurut Soeroso, (20173) fungsi hukum dalam perkembangan 


masyarakat terdiri dari: 


1. 


Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam 
arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, 
dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan 
tertib dan teratur: 

Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan 
batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, 
maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti 
dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat 
memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi 
bagi pelanggarnya: 

Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan 
memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan 
pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk 


membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. 


Selanjutnya tujuan hukum dikemukakan oleh (Ali, 2002) dalam 


berbagai teori seperti di bawah ini. 


Grand Western Theory tentang Tujuan Hukum 


Teori Klasik Teori Etis Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan 


keadilan (justice) 


Teori Utilistis —— Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan 
kemanfaatan (utillity) 


Teori Legalistik ' Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan 
kepastian hukum (legal certainty) 


Teori Modern Teori Prioritas — Tujuan Hukum mencakupi: Keadilan, Kemanfaatan, 


Baku Kepastian Hukum 

Teori Prioritas — Tujuan hukum mencakupi keadilan kemanfaatan- 

Kasuistik kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara 
proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan 
ingin dipecahkan 


Friedmann dan Rescoe Pound mengemukakan bahwa fungsi 


hukum sebagai berikut: a) Sebagai saran pengendali sosial (social 


control) yaitu sistem hukum menerapkan, b) aturan-aturan mengenai 


perilaku yang benar atau pantas, c) Sebagai sarana penyelesaian 
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(dispute settlement): d) sebagai sarana untuk mengadakan perubahan 
pada masyarakat (Soekanto, 1986). Sedangkan menurut (Ali, 2002), 
membedakan fungsi hukum terdiri atas sebagai berikut: i) Fungsi 
hukum sebagai a tool of social control: ii) Fungsi hukum sebagai a 
tool of social engineering, iii) Fungsi hukum sebagai simbol: iv) Fungsi 
hukum sebagai a political instrument, v) Fungsi hukum sebagai 
integrator. 


C. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia 


Pengantar ilmu hukum membahas pengertian-pengertian dasar, 
konsep-konsep, abstraksi-abstraksi, dan generalisasi serta teori- 
teori hukum yang diperlukan di dalam penerapannya. Di samping 
itu pengantar ilmu hukum membahas hukum secara integral 
dalam satu kerangka yang menyeluruh sehingga dapat mempelajari 
hukum melalui sudut pandang disiplin ilmu yang beraneka ragam. 
Mempelajari pengantar ilmu hukum dapat memperoleh pandangan 
umum yang lengkap mengenai hukum, sebab pengantar ilmu hukum 
memberikan suatu deskripsi singkat dan lengkap dari pengertian, 


teori, dan segala aspek yang relevan mengenai hukum (Soeroso, 2017). 


Pengantar hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku sekarang 
ini di Indonesia, oleh karenanya pembahasan Pengantar Hukum 
Indonesia haruslah menjelaskan seluruh hukum yang berlaku di 
Indonesia berdasarkan pada positif berlakunya. Hal ini menunjukkan 
bahwa Pengantar hukum Indonesia haruslah membahas keseluruhan 


hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. 


Adapun perbedaan antara Pengantar Ilmu Hukum dengan 
Pengantar Hukum Indonesia terletak pada objek dan fungsinya. Objek 
kajian Pengantar Ilmu Hukum adalah pengertian-pengertian dasar 
dan teori-teori ilmu hukum serta membahas hukum pada umumnya 
dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku di tempat atau di negara 
tertentu saja, tetapi juga hukum yang berlaku di tempat atau negara 
lain pada waktu kapan saja (iusconstitutum dan ius constituendum). 


Sedangkan objek daripada Pengantar Hukum Indonesia adalah 


1s 
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mempelajari atau menyelidiki hukum yang sekarang, yang sedang 
berlaku atau hukum positif di Indonesia (ius constitutum). Begitu 
juga dengan fungsinya pada Pengantar Ilmu Hukum memiliki fungsi 
sebagai dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum secara 
luas beserta pelbagai hal yang melingkupinya, sedangkan Pengantar 
Hukum Indonesia berfungsi menghantarkan setiap orang yang 
akan mempelajari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif 


Indonesia. 


Pengantar Ilmu Hukum dengan Pengantar Hukum Indonesia 
merupakan dua mata kuliah yang memiliki hubungan yang erat. 
Adapun hubungan antara Pengantar Ilmu Hukum dengan Pengantar 
Hukum Indonesia dapat dilihat pada dua hal berikut: 


1. Keduanya merupakan mata kuliah dasar keahlian yang 
mempelajari atau menyelidiki hukum sebagai ilmu. 

2. Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar atau penunjang 
dalam mempelajari Pengantar Hukum Indonesia. Artinya, 
Pengantar Ilmu Hukum harus lebih dahulu dipelajari sebelum 


mempelajari Pengantar Hukum Indonesia. 


D. Rangkuman 


Setelah mengenal hukum secara keseluruhan, maka dapat 
dipahami bahwa begitu penting hukum dalam kehidupan sehari- 
hari, mulai pengertian dan lingkup hukum kedudukan dan fungsi 
Pengantar Ilmu Hukum sebagai dasar untuk mempelajari ilmu hukum 
serta menerangkan subyek, obyek, peristiwa dan hubungan hukum 


serta akibat hukum, unsur, ciri, sifat, tujuan dan fungsi hukum. 


Beragam pengertian yang disampaikan pakar ahli hukum yang 
mengartikan apa hukum itu. Hukum adalah himpunan petunjuk 
hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan 
bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat 
yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat 
menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. 
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Hukum pun mempunyai tujuan dilihat dari berbagai teori. 
Hukum juga memiliki berbagai istilah-istilah hukum. Sementara itu 
Ilmu hukum ialah ilmu yang mempelajari hukum atau ilmu yang 
objek kajiannya adalah hukum. ilmu hukum adalah termasuk ilmu 
praktis, namun kedudukan ilmu hukum menempati posisi yang 
istimewa dalam klasifikasi ilmu karena mempunyai sifat sebagai ilmu 
normatif dalam perkembangannya, objek telaahannya bukan hanya 
dipahami secara tradisional, namun tugasnya lebih banyak terarah 
pada penciptaan hukum baru yang diperlukan untuk mengakomodasi 


timbulnya berbagai hubungan kemasyarakatan yang baru. 


Kedudukan pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran 
yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Pengantar Ilmu 
Hukum dengan Pengantar Hukum Indonesia merupakan dua mata 
kuliah yang memiliki hubungan yang erat. Keduanya merupakan 
mata kuliah dasar keahlian yang mempelajari atau menyelidiki hukum 
sebagai ilmu dan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar atau 
penunjang dalam mempelajari Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. 
Artinya, Pengantar Ilmu Hukum harus lebih dahulu dipelajari sebelum 


mempelajari Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. 


Latihan Soal 

1. Jelaskan fungsi dan perbedaan pengantar ilmu hukum dengan 
pengantar hukum Indonesia? 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan subyek hukum, obyek hukum, 
peristiwa hukum, hubungan hukum dan akibat hukum! 

3. Jelaskan keterkaitan antara peristiwa hukum, hubungan hukum, 
dan akibat hukum? 

4. Jelaskan konstruksi keadilan menurut teori etis, hukum semata- 
mata bertujuan mewujudkan keadilan? 


5. Jelaskanlah fungsi dan tujuan hukum? 


BAB II 
MASYARAKAT, KAIDAH, 
MORAL DAN HUKUM 


Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hubungan masyarakat 
dengan hukum dan hukum sebagai kaidah, serta tujuan dan fungsi 


masing-masing kaidah dalam bagi masyarakat 


A. Masyarakat dan Hukum 


Andigium “ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat disitu 
ada hukum. Tidak dapat di bayangkan apabila di tengah-tengah 
masyarakat tidak ada hukum, karena hukum memengaruhi cara 
orang berinteraksi, masyarakat mengandalkan hukum sebagai 
mekanisme utama untuk mengontrol perilaku manusia secara formal. 
Masyarakat yang semakin beragam dan saling berhubungan dapat 
menciptakan aturan yang semakin beragam dan saling berhubungan, 
dan menegaskan bahwa hukum berguna untuk mengamati interaksi 


antara hukum dan masyarakat. 


Masyarakat mengandalkan hukum sebagai mekanisme utama 
untuk mengontrol perkembangan dan mengatur konflik. Melalui hak 
dan tanggung jawab, institusi dan prosedur yang dirancang dengan 


hati-hati, hukum dapat memungkinkan manusia untuk terlibat dalam 
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kegiatan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, 
hukum memegang peranan penting dalam memahami bagaimana 


masyarakat berubah (Katz et al., 2020). 


Ketika masyarakat menjadi lebih besar, lebih kompleks, dan 
modern. Kepentingan bersama menurun, sedangkan kepentingan 
pribadi meningkat, akibatnya, prospek konflik dan perselisihan di 
dalamnya masyarakat meningkat. Perlunya mekanisme regulasi dan 
penegakan hukum yang eksplisit menjadi semakin diperlukan. Maka 
di perlukan hukum sebagai pengatur ketertiban atas hubungan- 


hubungan antara masyarakat. 


Kehidupan manusia dalam masyarakat itu diatur oleh hukum 
tidak dapat menjelaskan kenyataan bahwa banyak sekali terjadi 
interaksi manusia dalam masyarakat yang tampak teratur, walaupun 
hubungan-hubungan antar-manusia tersebut tidak diatur oleh 
hukum. Di tempat-tempat bermukim orang yang jauh terpencil 
dari kehidupan kota tampak orang hidup teratur dalam masyarakat- 
masyarakat kecil berupa kampung atau desa tanpa kehadiran alat- 
alat kelengkapan negara yang biasa diasosiasikan dengan penegakan 


hukum (Kusumaatmadja, 2000). 


Walaupun kehidupan manusia dalam masyarakat yang belum 
memprioritaskan hukum, selain diatur oleh hukum juga diatur 
oleh kaidah-kaidah agama dan kaidah sosial bukan hukum seperti 
kebiasaan, moral dan kesopanan. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat 
dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat dan kaidah itu berlaku 
apabila masyarakat menerima kaidah sosial itu sebagai sesuatu yang 


harus ditaati. 


Menurut E. Utrecht Hukum merupakan himpunan petunjuk 
hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu 
masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat 
oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat 


menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu (Asikin, 2021). 
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Hukum mewujudkan sejarah perkembangan suatu bangsa selama 
berabad-abad. Setiapsistem hukum berdiri hubungan yang erat dengan 
gagasan, maksud, dan tujuan masyarakat. Hukum mencerminkan 
intelektual, iklim sosial, ekonomi, dan politik pada masanya. Hukum 
tidak terlepas dari kepentingan, tujuan, dan pemahaman yang sangat 
membentuk atau membahayakan kehidupan sosial dan ekonomi. Juga 
mencerminkan ide, cita-cita, dan ideologi tertentu yang merupakan 
bagian dari “hukum” yang berbeda budaya, sifat-sifat perilaku dan 
sikap yang membentuk hukum suatu masyarakat berbeda dari yang 


lain (Friedman, 2002). 


B. Hukum Sebagai Suatu Kaidah 


Dalam hidup bermasyarakat manusia tidak pernah lepas dari 
norma mereka menghormati serta mematuhi norma, baik yang 
bersifat individu maupun norma sosial, norma agama, kesusilaan, 
kesopanan dan hukum. Sebagian masyarakat lebih mengenal norma 
hukum dibandingkan keberadaan norma sosial lainnya. Padahal dalam 
kehidupan beragama setiap orang Indonesia mematuhi keempat 
norma diatas sebagai ciri bangsa besar yang beradab dan berbudaya. 


Istilah kaidah berasal dari bahasa Arab yang berarti tata krama 
atau norma. Kaidah sendiri dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang 
menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan 
hidup. Dengan kata lain kaidah adalah petunjuk hidup yang harus 
diikuti, bagaimana manusia bertindak atau bertingkah laku dalam 
masyarakat. Kaidah dapat berisi tentang perintah yakni keharusan 
bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya 
dipandang baik maupun kaidah berisi larangan yakni keharusan bagi 
seseorang untuk tidak berbuat karena perbuatan tersebut dilarang 


atau tidak diperkenankan. 


Kaidah atau norma adalah pedoman atau penuntun perilaku 
manusia dan wujud konkretnya berupa penetapan tentang cara 
berperilaku dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Setiap kaidah 


memuat materi mengenai ketentuan tentang perilaku apa dan 
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bagaimana yang boleh, atau dilarang, atau diharuskan dijalankan oleh 
orang dalam masyarakat. Menurut Kieser, norma adalah segala macam 
keteraturan dan segala cara pengarahan kelakuan dalam bentuk 
kelompok berdasarkan keyakinan-keyakinan dan sikap tertentu 


(Kieser, 1987). 


Dalam pergaulan hidup dikenal 4 (empat) macam jenis kaidah 
yakni sebagai berikut: 


1. Kaidah Agama: Kaidah agama adalah aturan tingkah laku yang 
berasal dari Tuhan dan diyakini oleh penganutnya. Penganut 
meyakini dan mengakui bahwa peraturan-peraturan hidup itu 
berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup. 

2. Kaidah Kesusilaan: Kaidah kesusilaan berhubungan dengan 
manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan 
pribadi manusia. Kaidah ini dianggap sebagai peraturan hidup 
sebagai suara hati. 

3. Kaidah Kesopanan: Kaidah kesopanan adalah kaidah yang 
didasarkan atas kebiasaan, kepatutan atau kepantasan yang 
berulang-ulang dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. 
Kaidah ini sering disebut juga dengan peraturan hidup yang 
timbul dari pergaulan manusia itu sendiri. 

4. Kaidah Hukum: Kaidah hukum adalah peraturan -peraturan 
yang timbul dari kaidah hukum itu sendiri, dibuat dalam bentuk 
tertulisataupuntidak tertulisoleh penguasa, dan pelaksanaannya 
dipaksakan. Karenanya apabila tidak dilaksanakan mendapat 
sanksi. 


Jika kaidah agama bersumber pada kitab suci dan kaidah 
moral bersumber pada setiap individu manusia, kemudian sumber 
kaidah hukum apa? Kaidah hukum merupakan segala apa saja yang 
menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa 
dan jika itu dilanggar maka akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan 
nyata. Aturan-aturan itu bisa berupa peraturan perundang-undangan, 


kebiasaan, yurisprudensi, traktat, maupun doktrin. 


Pengantar Ilmu Hukum 


Dalam pandangan lain dikatakan bahwa kaidah hukum adalah 
peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga-lembaga 
negara tertentu. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya 
dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara 
Sehingga dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum 


bersumber dari aturan yang dibuat oleh penguasa suatu negara. 


Berkaitan dengan kaidah, menurut Purbacakara & Soekanto, 
(1979), hukum merupakan suatu kaidah, yaitu patokan-patokan atau 
pedoman hidup antar pribadi, yang bertujuan untuk menciptakan 
kedamaian hidup bersama. Oleh karena hukum merupakan kaidah, 
maka selanjutnya Bruggink membedakan kaidah hukum ke dalam 
kaidah perilaku dan meta-kaidah. Dalam hal kaidah hukum sebagai 
kaidah perilaku menampilkan diri dalam wajah (sosok) sebagai 
berikut: 1) Perintah adalah kewajiban umum untuk melakukan 
sesuatu, 2) Larangan adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan 
sesuatu, 3) Pembebasan adalah pembolehan khusus untuk tidak 
melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan, 4) Izin adalah 
pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum 


dilarang (Sidharta, 2000) 


Menurut (Ali, 2002) asal-usul kaidah hukum dapat dibedakan atas 


2 (dua) macam yakni sebagai berikut: 


a. Kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial lainnya 
di dalam masyarakat yang berasal dari proses pemberian ulang, 
legitimasi, dari suatu kaidah sosial non hukum (moral, agama, 
kesopanan) menjadi suatu kaidah hukum. 

b. Kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu dan langsung 
terwujud dalam bentuk kaidah hukum, serta sama sekali tidak 


berasal dari kaidah sosial ini sebelumnya. 


C. Moral dan Hukum 


Moral berasal dari bahasa latin mos (jamak: mores) yang berarti 


kebiasaan atau adat. Dalam bahasa Inggris, kata mores masih dipakai 
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dalam arti yang sama yaitu kebiasaan. Moral juga mempunyai arti 
yang sama dengan moralitas yang dalam bahasa latin disebut dengan 
moralis. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan moral sebagai (1) 
ajaran baikatau buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 
kewajiban, dan sebagainya, (2) kondisi mental yang membuat orang 
tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya atau 
dengan kata lain isi hati/keadaan perasaan sebagaimana terungkap 


diperbuatan, (3) ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. 


Hal yang tak terbantahkan walaupun hubungan hukum dan 
moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda, sebab 
dalam kenyataannya mungkin ada hukum yang bertentangan dengan 
moral atau ada undang-undang yang immoral yang berarti terdapat 


ketidakcocokan antara hukum dan moral. 


Menurut (Mertokusumo, 1999) moral dan hukum terdapat 
perbedaan dalam hal tujuan, isi, asal cara menjamin pelaksanaannya 


dan daya kerjanya. Untuk perbedaan antara keduanya diuraikan di 


bawah ini: 
Perbedaan Moral dan Hukum 
Berdasarkan Moral dan Hukum 

Tujuan a) Moral adalah menyempurnakan manusia sebagai individu. 
b) Hukum adalah ketertiban masyarakat 

Isi a) Moral yang bertujuan penyempurnaan manusia berisi atau 

memberi peraturan-peraturan yang bersifat batiniah. 

b) Hukum memberi peraturan-peraturan bagi perilaku lahiriah. 

Asalnya a) Moral itu otonom 


b) Hukum itu heteronom (moral objektif atau positif) 


Pelaksanaannya Hukum sebagai peraturan tentang perilaku yang bersifat heteronom 
berbeda dengan moral dalam cara menjamin pelaksanaannya. Moral 
berakar dalam hati nurani manusia, berasal dari kekuasaan dari dalam 
diri manusia. Di sini tidak ada kekuasaan luar yang memaksa manusia 
menaati perintah moral. Paksaan lahir dan moral tidak mungkin 
disatukan. Hakikat perintah moral adalah bahwa harus dijalankan 
dengan sukarela. Satu-satunya perintah kekuasaan yang ada di 
belakang moral adalah kekuasaan hati nurani manusia. Kekuasaan ini 
tidak asing juga pada hukum, bahkan mempunyai peranan penting. 


Daya kerjanya Hukum mempunyai 2 daya kerja yakni memberikan hak dan kewajiban 
yang bersifat normatif dan atributif. Moral hanya membebani manusia 
dengan kewajiban semata-mata Bersifat normatif. Perbedaan ini 
merupakan penjabaran dari perbedaan tujuan. 
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D. Rangkuman 


Kehidupan manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat 
diliputi oleh norma- norma atau petunjuk hidup berupa pedoman 
yang mempengaruhi perilaku manusia yang dianggap pantas dalam 
bermasyarakat. Disamping itu manusia dalam memenuhi berbagai 
kepentingan dan agar tidak terjadi benturan diperlukan akan adanya 
norma yang mengatur apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak 
boleh diperbuat. Seperti yang dikatakan Aristoteles disebut bahwa 
“ubi societas ibi ius, yang artinya adalah “Dimana ada masyarakat 


disitu ada hukum” 


Di samping kaidah-kaidah hukum, dalam kehidupan manusia 
dalam masyarakat tidak pernah lepas dari kaidah mereka menghormati 
serta mematuhi norma, baik yang bersifat individu maupun kaidah 
sosial, kaidah agama, kesusilaan, kesopanan. Sebagian masyarakat 
lebih mengenal norma hukum dibandingkan keberadaan norma sosial 
lainnya. Sebagaimana dikatakan Kieser, kaidah adalah segala macam 
keteraturan dan segala cara pengarahan kelakuan dalam bentuk 


kelompok berdasarkan keyakinan-keyakinan dan sikap tertentu. 


Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, selain diatur oleh 
hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan 
kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu 
mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah 
itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya 
itu saling mengisi artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia 
dalam masyarakat dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Selain 


saling mengisi, juga saling memperkuat. 


Suatu kaidah hukum, misalnya “kamu tidak boleh membunuh” 
diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah agama, kesusilaan, dan 
adat juga berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya 
kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk 
membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk “pencuriar”, 


“penipuan”, dan lain-lain pelanggaran hukum. Hubungan antara 
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norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang tidak dapat 


dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber 


yang berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap 


Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati. Norma 


kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan 


norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan. 


Latihan Soal 


Lt. 


Jelaskan hubungan antara norma hukum dengan norma agama, 


kesusilaan dan kesopanan di dalam kehidupan masyarakat? 


. Berikan masing-masing tiga (3) contoh kaidah hukum, agama, 


kesusilaan dan kaidah kesopanan yang terdapat di lingkungan 
masyarakat? 
Jelaskan perbedaan moral dan hukum dari segi tujuan, isi, 


pelaksanaannya dan daya kerjanya? 


. Jelaskan pendapat saudara tentang pengertian “ubi societas ibi ius' 


yang artinya adalah “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum”? 


. Mengapa kaidah hukum masih diperlukan, sementara dalam 


kehidupan masyarakat sudah ada kaidah/norma yang mengatur 
tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya yaitu kaidah 
agama/kepercayaan, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan. 


Coba saudara jelaskan secara singkat? 
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Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian sumber hukum 


dan dapat membedakan sumber hukum formil dan materil. 


A. Pengertian sumber hukum 


Aturan hukum selalu berasal dari suatu sumber dan dapat berasal 
dari beberapa sumber. Pengertian sumber hukum adalah ambigu. 
Namun setidaknya ada dua pengertian dari istilah “sumber hukum” 
yaitu sumber asal dan sumber kekuatan hukum. Berapa sumber 
dapat digunakan untuk mengetahui apa itu hukum. Misalnya, oleh 
memeriksa teks perjanjian, undang-undang, keputusan pengadilan, 
dan literatur doktrinal, mengetahui apa isi dari undang-undang 


tersebut. 


Salah satu aspek penyelidikan dan pengajaran ilmu hukum adalah 
mengenai sumber-sumber hukum. Penyelidikan sumber hukum 
adalah bagaimana dan dimana tempat atau asal peraturan hukum 


diambil atau gunakan sebagai pedoman hidup suatu negara. 


Perkataan “sumber hukum” itu sebenarnya berbeda dari perkataan 


“dasar hukum”, “landasan hukum”, ataupun “payung hukum”. Dasar 
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hukum ataupun landasan hukum adalah legal basis atau legal ground, 
yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan 
hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan 
secara hukum. Sedangkan, perkataan “sumber hukum” lebih menunjuk 
kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau 


norma tertentu berasal (Asshiddigie, 2006). 


TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR 
mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan 
Peraturan Perundang-Undangan menggunakan istilah sumber tertib 
hukum, yaitu: 1) Pancasila, sumber dari segala sumber hukum, 2) 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945: 3) Dekrit Presiden 5 Juli 
1959: 4) UUD: 5) Surat Perintah 11 Maret 1966 (Ketetapan MPRS No. 
XX/MPRS/1966 ini tidak berlaku lagi, sebagai gantinya dikeluarkan 
Ketetapan MPR No.III/MPR/2000. 


Pengertian sumber hukum berdasarkan Pasal 1 Ketetapan MPR 
No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 
Perundang-Undangan adalah sebagai berikut: 


1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk 
penyusunan peraturan perundang-undangan, 

2. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber 
hukum tidak tertulis: 

3. Sumber hukum dasar nasional adalah: (i) Pancasila sebagaimana 
yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan 
Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan 
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat 
Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 
dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat 


Indonesia, dan (ii) batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 


Pengertian sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu: 
(1) sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan 
hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan 


sebagainya, (2) menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan- 
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bahan pada hukum yang sekarang berlaku seperti hukum Perancis, 
hukum Romawi, dan lain-lain, (3) sebagai sumber hukum berlakunya, 
yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan 
hukum (penguasa atau masyarakat), (4) sebagai sumber dari mana kita 
dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, 
batu tertulis dan sebagainya (5) sebagai sumber terjadinya hukum atau 


sumber yang menimbulkan hukum (Mertokusumo, 1999). 


Sumber hukum dapat dibedakan dalam tiga pengertian. pertama, 
sumber hukum dalam pengertian sebagai asal hukum positif, wujudnya 
dalam bentuk konkret ialah berupa “keputusan dari yang berwenang” 
untuk mengambil keputusan mengenai soal yang bersangkutan. 
kedua, sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukannya 
aturan-aturan hukum positif. Wujudnya ialah berupa peraturan- 
peraturan atau ketetapan-ketetapan tertulis atau tidak tertulis. ketiga, 
selain perkataan sumber hukum dihubungkan dengan filsafat, sejarah, 
dan juga masyarakat, sehingga mendapatkan sumber hukum filosofis, 


sumber hukum historis dan sumber hukum sosiologis (Joniarto, 1991). 


B. Sumber Hukum Formil dan Materiil 


Sumber hukum lazimnya para ahli hukum membedakan dalam 
dua macam yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. 
Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana 
suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Berkaitan dengan 
bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku 
(Joniarto, 1991). Dengan demikian sumber hukum formal merupakan 
pemberian bentuk pernyataan bahwa sumber hukum materiil bisa 
berlaku. Ini berarti bahwa sumber hukum materiil bisa berlaku jika 
sudah diberi bentuk atau dinyatakan berlaku hukum formal (Marbun 
& MD, 2004). 


Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang 
menentukan isi hukum. Bagi sarjana hukum yang penting adalah 
sumber hukum dalam arti formil. Baru kemudian jika dianggap 


perlu asal-usul hukum maka diperlukan sumber hukum dalam arti 
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materiil. Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat 
yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap 
pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan 
sebagainya) atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) 


dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana hukum itu diambil. 


Sumber hukum merupakan sumber terjadinya hukum. Pada 
hakikatnya sumber hukum secara konvensional dapat dibagi menjadi 
sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Menurut 
Utrecht sumber hukum materiil yaitu perasaan hukum (keyakinan 
hukum) individu dan pendapat umum (public opinion) yang menjadi 
determinan materiil membentuk hukum, menentukan isi dari hukum, 
sedangkan sumber hukum formal, yaitu menjadi determinan formil 
membentuk hukum, menentukan berlakunya dari hukum. Sumber- 
sumber hukum yang formil adalah: undang-undang, kebiasaan dan 
adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam 
masyarakat, traktat, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum yang 
terkenal (doktrin) (Utrecht & Djindang, 1989). 


Sumber HTN dan HAN dalamarti materiil adalah Pancasila sebagai 
sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, kesadaran dan 
cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana jiwa, watak 
bangsa Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala 
sumber hukum negara harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945 
yang menempatkan sebagai dasar ideologi negara serta sebagai dasar 
falsafah bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan 
perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai 
yang terkandung dalam Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai 
staatsfundamentalnorm yang berupa norma dasar bernegara atau 
sumber dari segala sumber hukum, berarti menempatkan Pancasila 
di atas undang-undang dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk 


dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. 


Sumber dalam arti formil adalah segala peraturan hukum tertulis 


maupun tidak tertulis. Sumber hukum dalam arti formil adalah: (i) 
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undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan, (ii) 
yurisprudensi, (iii) konvensi ketatanegaraan, (iv) traktat, (v) doktrin. 
selanjutnya sumber hukum dalam arti formil akan di jelaskan di bawah 


Ini. 


1. Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan 

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 201 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, diatur jenis dan hierarki 
peraturan perundang-undangan setelah UUD 1945 adalah 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR), 
UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota. 


2. Konvensi Ketatanegaraan 

Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, konstitusi tertulis 
dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah bentuk 
konstitusi yang dikumpulkan dan disusun dalam satu naskah. 
Konstitusi tidak tertulis mencakup semua prinsip konstitusional 
yang tidak disusun dalam satu dokumen seperti undang-undang 
yang disahkan. Selain konstitusi, ada praktik-praktik tertentu 
yang dianggap sebagai bagian dari prinsip-prinsip konstitusi. Ini 
dikenal sebagai Konvensi ketatanegaraan atau praktik kebiasaan 
Konstitusi. Konvensi ketatanegaraan adalah praktik non-legislatif 
dan mirip dengan etika politik dan tidak ditegakkan di pengadilan. 
Meskipun terlihat sepele, praktik ini penting untuk dipatuhi, jika 
tidak maka konstitusi sulit berjalan dengan sukses karena konvensi 
tidak dapat dibawa ke pengadilan dan dipaksa untuk dipatuhi. 
Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen tidak mengatur 
secara jelas tentang konvensi ketatanegaraan, hanya menyatakan 
di samping UUD berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. 
Penjelasan UUD 1945 berbunyi: 

“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari 

hukum dasar negeri itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum 


dasar yang tertulis sedang di samping Undang-Undang 
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Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah 
aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik 


penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”. 


Hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga dengan konvensi, 
kebiasaan ketatanegaraan atau hukum adat. dalam konteks 
penjelasan UUD 1945 asli hukum dasar yang tidak tertulis adalah 
konvensi karena dalam akhir kalimat “aturan-aturan dasar yang 
timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara 
meskipun tidak tertulis”. 
Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan mempunyai kekuatan 
yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan, 
bahkan sering kali kebiasaan ketatanegaraan dapat menggeser 
peraturanhukumyangtertulis (Kusnardi & Ibrahim, 1988). Konvensi 
tidak mempunyai daya paksa secara hukum, sanksi hukum, upaya 
hukum atau lembaga yang dapat secara langsung digunakan untuk 
mendorong atau memaksa penaatan terhadap konvensi (Manan, 
1987). Konvensi menurut Dicey adalah: 1) konvensi adalah bagian 
dari kaidah ketatanegaraan (konstitusi) yang tumbuh, diikuti dan 
ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara, 2) konvensi sebagai 
bagian dari konstitusi tidak dapat dipaksakan oleh (melalui) 
pengadilan, 3) konvensi ditaati semata-mata di dorong oleh etika, 
akhlak atau politik dalam penyelenggaraan negara, 4) konvensi 
adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya 
(sebaliknya) discretionary powers dilaksanakan (Manan, 1987). 
Sebagai contoh beberapa praktik ketatanegaraan yang dapat 
dipandang sebagai konvensi ketatanegaraan yang timbul dan 
terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, yaitu: 
1) Praktik di lembaga MPR mengenai pengambilan keputusan 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, 
2) Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna 
DPR yang di satu pihak memberi laporan tahunan pelaksanaan 
tugas pemerintah yang mengandung arah kebijaksanaan tahun 


mendatang. Secara konstitusional tidak ada ketentuan yang 
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— 


mewajibkan presiden menyampaikan pidato resmi tahunan 
semacam itu di hadapan Sidang Paripurna DPR. Karena presiden 
tidak tergantung DPR dan tidak bertanggung jawab pada DPR, 
melainkan presiden bertanggung jawab kepada MPR. Kebiasaan 
ini tumbuh sejak Orde Baru, 

Pengesahan RUU yang telah disetujui oleh DPR. Secara 
konstitusional presiden sebenarnya mempunyai hak untuk 
menolak mengesahkan RUU yang telah disetujui DPR, 
sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 21 ayat z UUD 1945. Tetapi 
dalam praktik presiden belum pernah menggunakan wewenang 
konstitusional tersebut, presiden selalu mengesahkan RUU 
yang telah disetujui oleh DPR, meskipun RUU itu telah 
mengalami berbagai pembahasan dan amandemen di DPR. RUU 
kebanyakan berasal dari Pemerintah (Presiden) sebagaimana 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 UUD 1945. Dalam 
pembahasan RUU tersebut kedudukan DPR merupakan partner 
dari presiden atau pemerintah. Maka pengesahan RUU oleh 
Presiden sangat dimungkinkan karena RUU tersebut akhirnya 


merupakan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah. 


3. Traktat (Perjanjian) Internasional 


Traktat atau perjanjian adalah salah satu sumber hukum formil. 


Dalam kamus Hukum Internasional tidak dibedakan antara 


traktat dan perjanjian, bahkan traktat dan perjanjian sama artinya. 


Banyak istilah-istilah yang dipergunakan perjanjian Internasional 


seperti charter, covenant, pact, statute, convention, act, protovol 


dan lain sebagainya (Kusnardi & Ibrahim, 1988). Istilah Traktat 


dan perjanjian tidak dibedakan dalam UUD 1945, dalam Pasal 11 


UUD 1945 disebutkan istilah perjanjian dengan negara lain dan 


perjanjian Internasional, bunyi Pasal 1 UUD 1945, yaitu: 


a) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
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b) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang 
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan 
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau 
mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang 
harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

c) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur 


dengan undang-undang. 


Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2000, 
pengesahan perjanjian Internasional oleh Pemerintah dilakukan 
dengan undang-undang atau dengan keputusan Presiden. 
Pengesahan perjanjian Internasional dilakukan dengan undang- 
udang sesuai dengan Pasal 10 apabila berkenaan dengan: (1) 
masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara, (2) 
perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik 
Indonesia, (3) kedaulatan atau hak berdaulat negara, (4) hak asasi 
manusia dan lingkungan hidup, (5) pembentukan kaidah hukum 
baru, (6) pinjaman dan/atau hibah luar negeri 

Perjanjian Internasional dapat bersifat bilateral, apabila diadakan 
oleh dua negara, bersifat multiteral, apabila diadakan oleh banyak 
negara, bersifat kolektif, apabila suatu perjanjian multilateral 
memberi kesempatan kepada negara-negara yang pada mulanya 
tidak turut mengadakannya, kemudian turut menjadi pihak traktat. 
Menurut Utrecht, pembuatan suatu traktat melalui empat fase 
yang berurutan, yaitu: a) Penetapan (sluiting): b) Persetujuan, c) 
Penguatan (bekrachtiging) atau Ratifikasi/Pengesahan (ratificatie): 
d) Pelantikan atau pengumuman (afkondiging) (Utrecht & 
Djindang, 1980). 


. Keputusan hakim (yurisprudensi) 

Terminologi yurisprudensi bahasa Latin berasal adalah 
Jurisprudentia, berarti pengetahuan hukum (rechtsgeleerdheid). 
Sda dan jurisprudence dalam bahasa Perancis, yaitu yang berarti 
hukum peradilan atau peradilan tetap. Dalam bahasa Inggris 


maka terminologi “jurisprudence” diartikan sebagai teori ilmu 
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hukum, sedangkan pengertian yurisprudensi dipergunakan dalam 
rumpun sistem “case law” atau “judge-made law”. Kemudian 
kata “jurisprudenz” dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum 
dalam arti yang sempit (aliran ajaran hukum), misalnya begriff'- 
jurisprudenz, interressen jurisprudenz dan lain sebagainya. Istilah 
teknis bahasa Jerman untuk pengertian yurisprudensi, adalah kata 
“ueberlieferung” (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979). 

Dalam sistem hukum Indonesia, tidak semua putusan pengadilan 
dapat menjadi atau dianggap yurisprudensi, putusan pengadilan 
dianggap sebagai yurisprudensi harus memenuhi syarat-syarat, 
yaitu: (i) harus sudah merupakan putusan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap: (ii) dinilai baik dalam arti memang 
menghasilkan keadilan bagi pihak-pihak bersangkutan: (iii) 
putusan yang berulang beberapa kali atau dilakukan dengan pola 
yang sama di beberapa tempat terpisah, (iv) normayang terkandung 
didalamnya memang tidak terdapat peraturan tertulis yang berlaku, 
atau kalaupun ada tidak begitu jelas, (v) putusan dinilai telah 
memenuhi syarat sebagai yurisprudensi dan direkomendasikan 
oleh tim eksaminasi atau tim penilai sendiri yang dibentuk oleh 
Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk menjadi 
yurisprudensi bersifat tetap (Asshiddigie, 2006). 

Secara teoritis dan praktik ada perbedaan pengertian yurisprudensi 
pada negara yang menganut Sistem Hukum Kodifikasi/Civil Law 
atau Eropa Kontinental seperti Indonesia dengan negara yang 
menganut Sistem Common Law/Anglo Saxon/Case law seperti di 
Negara Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain. Pada hakikatnya 
maka yurisprudensi di negara-negara yang sistem hukumnya 
common law seperti di Inggris atau Amerika Serikat, mempunyai 
pengertian yang lebih luas, dimana yurisprudensi berarti ilmu 
hukum. Sedangkan pengertian yurisprudensi di negara-negara 
Eropa kontinental termasuk kita di Indonesia yang berdasarkan 
asas konkordansi juga menganut sistem itu, maka yurisprudensi 


hanya berarti putusan pengadilan. Yurisprudensi yang kita 
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maksudkan sebagai putusan pengadilan, di negara-negara Anglo 


Saxon dinamai preseden (Ali, 2002). 


Menurut (Utrecht & Djindang, 1989), ada 3 (tiga) sebab maka 


seorang hakim menurut keputusan seorang hakim lain: 


a) 


c) 


Keputusan hakim mempunyai kekuasaan (gezag) terutama 
apabila keputusan itu dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau oleh 
Mahkamah Agung. Seorang hakim menurut keputusan seorang 
hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi. Pengadilan Tinggi 
atau Mahkamah Agung. karena hakim yang disebut terakhir 
adalah pengawas atas pekerjaannya. Di samping itu juga 
sering juga dihormatinya, karena jasa-jasanya (telah banyak 
pengalamannya). karena suatu sebab yang psikologis, maka 
seorang hakim menurut keputusan seorang hakim lain yang 
berkedudukannya lebih tinggi. 

Di samping sebab yang psikologis itu ada juga sebab praktis. 
Bila seorang hakim memberi keputusan yang isinya berbeda 
dari pada isi keputusan hakim yang kedudukannya lebih tinggi, 
, maka sudah tentu pihak yang tidak menerima keputusan 
itu akan meminta naik banding. Pihak yang tidak menerima 
keputusan tersebut akan meminta perkaranya dapat dibawa 
ke muka hakim itu yang kedudukannya lebih tinggi daripada 
kedudukan hakim yang telah memutuskan perkaranya, dan 
yang pernah memberi keputusan mengenai suatu perkara yang 
coraknya sama tetapi bunyinya keputusan berlainan. 

Ada sebab: hakim menurut keputusan hakim lain, karena ia 
menyetujui isi keputusan hakim lain itu, yang sebab persesuaian 


pendapat. 


Dikaji dari aspek teoritis dan praktik peradilan, pada hakikatnya 


yurisprudensi dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu: 


pertama, yurisprudensi (biasa) dimana seluruh putusan pengadilan 


yang telah ersifat “inkracht van gewijsde” yaitu telah berkekuatan 


hukum tetap, seperti misalnya putusan perdamaian, seluruh 


putusan yudex facti (Pengadilan Negeri/Tinggi yang telah diterima 
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oleh para pihak), seluruh putusan Mahkamah Agung, dan lain 
sebagainya, kedua, yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie) yaitu 
putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara 


yang sejenis berlangsung secara terus menerus. 


5. Pendapat atau pandangan ahli hukum (doctrin) 

Doktrin hukum di sebut juga “Pendapat Sarjana Hukum” atau 
ahli hukum. Doktrin adalah sebuah istilah yang digunakan dalam 
hukum Perancis sejak abad ke-19 yang berarti, “kumpulan pendapat 
tentang berbagai masalah hukum yang diekspresikan dalam buku 
dan artikel, juga digunakan untuk mengkarakterisasikan secara 
kolektif orang-orang yang terlibat dalam analisa, sistesis dan 
evaluasi terhadap materi sumber hukum, anggota profesi bidang 
hukum yang mencurahkan perhatian khusus terhadap karya-karya 
ilmiah dan memiliki reputasi sebagai otoritas (de Crus, 2019). 

Doktrin adalah pernyataan atau pendapat para ahli hukum. Dalam 
kenyataan, banyak pendapat para ahli hukum yang banyak diikuti 
orang dan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan 
hukum, baik oleh para hakim ketika akan memutus suatu perkara 
atau oleh pembentuk undang-undang. Menurut Asshiddigie, 
(2006), doktrin atau pendapat para ahli hukum harus memenuhi 
persyaratan, yaitu: (i) ilmuwan yang bersangkutan dikenal dan 
diakui luas sebagai ilmuwan yang memiliki otoritas dibidangnya 
dan mempunyai integritas yang dapat di percaya, (ii) terhadap 
persoalan yang bersangkutan memang tidak di temukan dalam 
peraturan tertulis yang berlaku: (iii) pendapat hukum dimaksud 
telah diakui keunggulannya dan diterima oleh umum, khususnya 


diterima dikalangan sesama ilmuwan. 


C. Rangkuman 


Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang 
menentukan isi hukum, dan sumber materiil HTN Indonesia adalah 
Pancasila. Sebagai falsafah dasar negara (philosofische grondslag) 


dan cita-cita hukum (rechtsidee) maka Pancasila merupakan sumber 
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hukum material dari HTN Indonesia yang harus menjiwai dan 
dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum baik tertulis maupun tidak 
tertulis. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum 
yang dikenal dari bentuknya, ketika bentuknya menyebabkan hukum 
berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Sumber hukum formil HTN 
Indonesia, terdiri dari: UUD 1945 (pembukaan maupunpasal-pasalnya) 
dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur/memuat 
ketentuan-ketentuan ketatanegaraan, Konvensi Ketatanegaraan, dan 


Traktat (perjanjian internasional). 


Latihan Soal 

1. Jelaskan apa yang di maksud dengan sumber hukum? 

2. Uraikan tentang sumber hukum materiil dan formil? 

3. Mengapa dalam sistem peradilan Indonesia hakim tidak wajib 
mengikuti putusan hakim yang terdahulu atau lebih tinggi 
kedudukannya! Jelaskan? 

4. Jelaskan mengapa Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum 
nasional? 

5. Jelaskan apa perbedaan Keputusan Presiden dengan Peraturan 


Presiden? 


BAB IV 
SISTEM HUKUM 


Capain Pembelajaran 

Mahasiswa dapat memahami sistem hukum yang berlaku di dunia dan 
konsep-konsep pengertian sistem hukum, kelemahan dan kelebihan 
masing-masing sistem hukum yang berlaku, serta berlakunya sistem 


hukum 


A. Sistem Civil Law 


Ada berbagai macam sistem hukum yang dominan di seluruh 
dunia adalah civil law, common law, socialist law, and Islamic law. 
Sistem civil law di Eropa, di sebagian besar bekas jajahan Prancis, 
Jerman, Italia, Spanyol, Portugal, dan Belgia dan di negara-negara 
yang telah membaratkan sistem hukum mereka di abad kesembilan 
belas dan kedua puluh. Sistem hukum dominan dalam bahasa Inggris. 
Sistem Islam ditemukan di Timur Tengah dan beberapa bagian lainnya 
dunia dimana Islam telah menyebar. Sistem hukum sosialis berlaku 
di Republik Rakyat Cina, Vietnam, Kuba, dan Korea Utara. Sisa-sisa 
sistem sosialis masih ditemukan di bekas Uni Soviet dan negara- 


negara Eropa Timur. 
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Civil law, mengacu pada ilmu hukum yang telah berkembang 
atas dasar romawi jus civile atau hukum sipil. Dasar dari sistem ini 
adalah penyusunan aturan dibuat pada abad keenam Masehi di bawah 
kaisar Romawi Justinian. Aturan-aturan ini adalah terkandung dalam 
kumpulan dari kode yang disusun dalam Corpus Juris Civilis (Kode 
Sipil), dan telah berkembang pada dasarnya sebagai hukum privat, 
sebagai sarana mengatur hubungan pribadi antar individu (Pejovic, 


2001, Vago & Barkan, 2021). 


Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, Kode Justinianus bersaing 
dengan hukum Jerman yang telah menginvasi Eropa. Kode itu 
diperkenalkan kembali dalam hukum kurikulum sekolah di Eropa 
utara, kemudian menyebar ke bagian benua lainnya. Hukum Romawi 
dengan demikian hidup berdampingan dengan sistem lokal di seluruh 
Eropa hingga abad ketujuh belas. Pada abad kesembilan belas, kode 
Napoleon dan kode Kekaisaran Jerman baru tahun 1900 dan kode 
Swiss tahun 1907 adalah contoh pelembagaan sistem hukum ini (Vago 


& Barkan, 2021). 


Sistem civil law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya 
kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang- 
undang menjadi sumber hukum yang utama, dan sistem peradilan 
hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan 
memutuskan perkara. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem 
hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, 
karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk 


undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. 


Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama 
yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian 
hukumnya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum 
manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan 
hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem 
hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum 


yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi 
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menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas 
wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya 


mengikat para pihak yang berperkara saja . 


Karakteristik kedua pada sistem civil law tidak dapat dilepaskan 
dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya Revolusi 
Perancis. Penganut sistem civil law memberi keleluasaan yang besar 
bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan- 
putusan hakim terdahulu, yang menjadi pegangan hakim adalah 
aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. 


Karakteristik ketiga pada sistem hukum civil law adalah 
digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem 
itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan 
memutuskan perkara: hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat 
dalam menilai alat bukti. hakim di dalam sistem hukum civil law 
berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang 
dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan 


kejujuran hakim. 


Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem 
hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan- 
kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, 
para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun guasi-judisial 
merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, 
yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum civil law 
adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut 
civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki 
peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law 


mempunyai konstitusi tertulis (Wignjodipoero, 1995). 


Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal 
pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik 
mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan 
dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara 


masyarakat dan negara. Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan 
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hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu 
dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya (Wignjodipoero, 
1995). Ciri sistem civil law atau hukum Romawi dimulai dari pusat 
kehidupan dan penyelenggaraan hukum terletak konsep orang 
tentang kaidah atau rule. Konsep tentang kaidah ini adalah penting 
sekali karena menentukan bagaimana kehidupan hukum di suatu 
negara diselenggarakan. Konsep kaidah inilah yang membedakan 


antara sistem civil law dan sistem common law (Rahardjo, 2000). 


Indonesia telah mengadopsi civil law sistem, prinsip utama sistem 
hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau 
dituangkan dalam bentuk undang-undang (prinsip legisme), dan 
hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga 
peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut 


sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat. 


Hakim merupakan salah satu alat keadilan yang berada di garda 
terdepan dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat, namun 
terkadang putusan hakim tidak mencerminkan keadilan dalam 
masyarakat, karena hakim dalam menjalankan persidangan harus 
mengikuti sistem yang ada. Untuk itu tidak mengherankan para hakim 
di negara-negara yang menganut sistem civil law dalam memutuskan 
suatu perkara lebih melihat pada hukum tertulis atau peraturan 
perundang-undangan. Hakim tidak terikat pada suatu kasus yang 
pernah diputus sebagaimana yang dianut dalam sistem common law. 
Hakim diberi keluasan untuk memutuskan suatu perkara tanpa terikat 
pada putusan-putusan hakim terdahulu. Hakim hanya terikat pada 


aturan tertulis yakni peraturan perundang-undangan. 


Kelemahan hakim civil law, hakim terlalu patuh atau mengikuti 
apa yang terkandung di dalamnya undang-udang, sehingga terkadang 
putusan hakim tidak sesuai dengan keadilan dalam masyarakat, tetapi 
putusan hakim lebih mewakili keadilan undang-udang. Selain itu, 
kelemahan dari hakim civil law akan terlambat dalam hal penemuan 


hukum, karena hukum merupakan hal yang utama dalam hukum 
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perdata karena yurisprudensi bukan yang utama tetapi hukum yang 
utama dalam sistem hukum perdata, dan sistem rekrutmen dan 
pengangkatan civil law yang dipilih dari fakultas hukum yang baru 
lulus dengan spesialis tertentu, membuat keputusan hakim akan 
dipengaruhi oleh emosionalitas hakim individu dalam melakukan 


persidangan (Wijaya, 2021). 


B. Sistem Common Law 


Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah “Anglo 
Amerika” atau Common Law”. Merupakan sistem hukum yang berasal 
dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara- 
negara bekas jajahannya. Kata “Anglo Saxon” berasal dari nama 
bangsa yaitu bangsa Angel-Sakson yang pernah menyerang sekaligus 
menjajah Inggris yang kemudian ditaklukkan oleh Norman. Common 
law merupakan jenis hukum yang didasarkan pada kasus hukum, yang 


mencirikan sistem hukum Inggris dan bekasnya koloni. 


Common law umumnya tidak dikodifikasikan. Ini berarti bahwa 
tidak ada kompilasi aturan hukum dan undang-undang yang kom 
Common law berfungsi sebagai sistem adversarial, kontes antara dua 
pihak yang berlawanan di hadapan hakim. Juri orang biasa tanpa 
pelatihan hukum memutuskan fakta-fakta kasus tersebut. Hakim 
kemudian menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan putusan 
juri. 

Common law adalah karakteristik dari sistem Inggris, yang 
berkembang setelah Penaklukan Norman pada tahun 1066. Hukum 
Inggris serta hukum-hukum yang meniru hukum Inggris (seperti 
karena hukum Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, dan India) 
menentang kodifikasi. Common law didasarkan pada hukum kasus, 
yang mengandalkan preseden yang ditetapkan oleh hakim dalam 


memutuskan suatu kasus (Vago & Barkan, 2021). 


Peran sentral hakim dalam tradisi common law merupakan 


sebagai sumber utama hukum. Berbeda dengan tradisi civil law 
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dimana hakim bertugas menerapkan undang-undang saja, hakim 
common law bertugas membuat undang-undang. Artinya sistem 
hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu keputusan- 
keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan 
hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum common law cenderung 
lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis 
sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui 
lembaga peradilan dengan sistem yurisprudensi dianggap lebih baik 
agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang 


dirasakan oleh masyarakat secara nyata. 


Putusan hakim/pengadilan merupakan sumber hukum dalam 
sistem hukum common law. Dalam sistem hukum ini peranan yang 
diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak 
hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan 
peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam 
membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai 
wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang 
berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi 
pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara 
sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan 
nama ”thedoctrine of precedent/Stare Decisis”. Doktrin ini pada intinya 
menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim 
harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada 


dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden). 


Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. 
Kelebihannya hukum common lawyang tidak tertulis ini lebih memiliki 
sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan 
zaman dan masyarakatnya karena hukum-hukum yang diberlakukan 
adalah hukum tidak tertulis (common law). Kelemahannya, unsur 
kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum 
untuk menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum kebiasaan 


masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis. 
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Beberapa perbedaan antara sistem hukum Eropa kontinental 


dengansistem common law menurut (Winterton, 1975), dan O'Connor, 


(2015) sebagai berikut: 


a. 


Sistem civil law mengenal sistem peradilan administrasi, sedang 
sistem hukum sebagai berikut hanya mengenal satu peradilan 
untuk semua jenis perkara. 

. Sistem civil law menjadi modern karena pengkajian yang 
dilakukan oleh perguruan tinggi, sedangkan sistem common 


law dikembangkan melalui praktik prosedur hukum. 


. Hukum menurut sistem civil law adalah suatu sollen bukan sein 


sedang menurut sistem common law adalah kenyataan yang 
berlaku dan ditaati oleh masyarakat. 

. Penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan 
keputusan atau penyelesaian sengketa, jadi bersifat konsep 
atau abstrak menurut sistem civil law sedang penemuan kaidah 
secara kongkret langsung digunakan untuk penyelesaian perkara 
menurut sistem common law. 

. Pada sistem civil law tidak dibutuhkan lembaga untuk 
mengoreksi kaidah sedang pada sistem hukum anglo saxon 
dibutuhkan suatu lembaga untuk mengoreksi yaitu lembaga 
eguaty. Lembaga ini memberi kemungkinan untuk melakukan 
elaborasi terhadap kaidah-kaidah yang ada guna mengurangi 
ketegaran. 

Pada sistem hukum civil law dikenal dengan adanya kodifikasi 
hukum sedangkan pada sistem common law tidak ada kodifikasi. 

. Keputusan hakim yang lalu (yurisprudensi) pada sistem hukum 
civil law tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum 
sedang pada sistem common law keputusan hakim terdahulu 


terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti. 


h. Pada sistem civil law pandangan hakim tentang hukum adalah 
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tertuju pada kasus tertentu. 
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i. Pada sistem civil law bangunan hukum, sistem hukum, dan 
kategorisasi hukum didasarkan pada hukum tentang kewajiban 
sedang pada sistem common law teorisasi fundamental 
tidak dikenal. Pada sistem civil law strukturnya terbuka 
untuk perubahan sedang pada sistem hukum common law 


berlandaskan pada kaidah yang sangat konkret. 


Perbedaan yang menyolok antara kedua sistem civil law dan 
common law yakni pada sistem common law menekankan pada ciri 
tradisonal hukumnya. Sementara sistem civil law memberikan tekanan 
pada ciri logis dan rasionalnya (Rahardjo, 2000). Sistem common law 
memiliki tiga karakteristik yaitu: Pertama, yurisprudensi dipandang 
sebagai sumber hukum yang utama. Kedua, hakim terikat pada yang 
disebut stare decisis yang berarti hakim terikat untuk menerapkan 
putusan yang diputuskan oleh peradilan terdahulu dalam kasus yang 
serupa. Ketiga, adanya adversary sistem dalam proses peradilan (Peter, 
Prof. Dr. Mahmud Marzuki, S.H., 2008). 


C. Sistem Hukum Sosialis 


Asal-usul sistem hukum sosialis dapat ditelusuri kembali ke 
tahun 1917 Revolusi Bolshevik, yang melahirkan Republik Sosialis 
Soviet. Tujuan dari hukum sosialis ada tiga. Pertama, hukum harus 
menyediakan keamanan nasional. Idealnya, kekuatan negara harus 
dikonsolidasikan dan ditingkatkan untuk mencegah serangan terhadap 
kaum negara sosialis dan untuk menjamin hidup berdampingan 
secara damai di antara bangsa-bangsa. Kedua, hukum memiliki tugas 
ekonomi mengembangkan produksi dan distribusi barang-barang 
berdasarkan prinsip-prinsip sosialis. Ketiga adalah bahwa pendidikan: 
untuk mengatasi kecenderungan mementingkan diri sendiri dan anti 


sosial (Vago & Barkan, 2021). 


Hukum sosialis menolak gagasan pemisahan kekuasaan. Gagasan 
sentral dari hukum sosialis adalah konsep kepemilikan. Kepemilikan 
pribadi atas barang tidak dapat digunakan sebagai alat untuk 
menghasilkan pendapatan atau digunakan untuk kepuasan pribadi. 
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Konsep pemilikan yaitu kepemilikan kolektif dan negara (Vago & 


Barkan, 2021). 


Sistem hukum sosialis adalah sebuah sistem hukum yang didasari 
oleh ideologi komunis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis, yakni 
meletakkan pondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat 
pada minimalisasi hak-hak pribadi. Selain itu, negara juga menjadi 
pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban warga negaranya. 
Sehingga, pada sistem hukum ini kepentingan pribadi melebur dalam 
kepentingan bersama. Ada beberapa negara yang menerapkan Sistem 
Hukum Sosialis, contohnya Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara- 


negara bekas jajahan Uni Soviet 


D. Sistem Hukum Islam 


Salah satu ciri khas terkuat dari sistem hukum Islam yang 
membedakan dengan sistem civil law dan common law adalah dasar 
hukum pelaksanaannya yang berlandaskan pada kitab suci agama 
Islam dan ajaran sunah Nabi Muhammad berupa al-Ouran dan al- 
Hadits. Berdasarkan sunah, hukum Islam adalah hukum yang statis 
dan tidak mungkin dilakukan amandemen seperti pada civil law dan 
common law. Namun, perubahan dalam hukum Islam bisa dilakukan 
dengan metode penafsiran berdasarkan pada keilmuan dalam tradisi 
hukum Islam, seperti melalui fikih, ushul fikih, ulumul hadis melalui 


metode ijtihad yang telah ditentukan ulama dan ahli fikih 


Hukum Islam adalah inti dari agama Islam, yang di dasarkan 
pada kondisi, dinamika dan makna hubungan antara Tuhan dan 
manusia. Hukum Islam berbeda dengan hukum Barat yang membagi 
hukum menjadi hukum privat dan hukum publik. Hukum Islam tidak 
membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang 
fikih Islam lebih terfokus pada bentuk aktivitas manusia dalam bentuk 
hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan 


manusia dengan sesamanya. 
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Sistem hukum Islam semula dianut oleh masyarakat Arab, karena 
di tanah Arablah awal mula timbul dan menyebarnya agama Islam. Pada 
perkembangan selanjutnya ke seluruh pelosok dunia, terutama negara- 
negara Asia, Afrika, baik secara individu maupun secara kelompok. 
Bahkan di Arab Saudi dan Pakistan menjadikan hukum Islam sebagai 
sistem hukum yang berlaku dan mengikat bagi masyarakatnya. Sistem 
hukum Islam berbeda dengan kedua sistem hukum yang lain, sebab 
mengandung aturan yang cukup luas, meliputi segala keperluan hidup 
di dunia dan akhirat (Mochtar & Susanti, 2012). 


Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum 
Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di Indonesia, sumber hukum 
Islam kadang kala disebut dalil, pokok atau dasar hukum Islam. 


Adapun sumber-sumber hukum Islam adalah: 


1. Al Guran 
Al-Ouran secara bahasa berasal dari kata garaa - yagra'u - 
giraatan -— guranan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. 
Sedangkan secara istilah merupakan Kalamullah yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan sampai kepada 
kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai 
ibadah (Al-Oattan, 2015). Al-Ouran adalah sumber hukum 
utama bagi umat Islam. muslim pada umumnya mengakui 
bahwa hukum Islam atau Syariah berasal dari Ouran dan Hadits. 
Al-Ouran diturunkan menjadi pegangan bagi mereka yang 
ingin mencapai kebagian dunia dan akhirat. Tidak diturunkan 
untuk satu umat dalam satu abad saja, tetapi untuk seluruh 
umat dan untuk sepanjang masa, karena itu luas ajaran- 


ajarannya adalah melingkupi seluruh umat manusia. 


2. Hadits 
Sebagai sumber kedua hukum Islam, Hadits dapat didefinisikan 
sebagai sesuatu yang berasal Muhammad SAW di bentuk 
gaul, fi'il, atau tagrir. Hadits juga sering disebut sunnah dan 
sebaliknya, terkadang Hadits juga disebut sebagai Sunnah. Baik 


15 


Pengantar Ilmu Hukum 


16 


Hadits maupun Sunnah memiliki perbedaan. Hadits adalah 
pidato atau kata-kata Nabi sebagai petunjuk, sedangkan sunnah 
adalah Perilaku atau perbuatan Nabi sebagai panduan. Tapi 
penyebutan sunnah sebagai Hadits juga mungkin karena Hadits 
mencatat dan meriwayatkan sunnah (Campo, 2000). 

Pada prinsipnya posisi hadits terhadap al-Ouran berfungsi 
sebagai penjelas, penafsir, dan perinci terhadap hal-hal yang 
masih bersifat global. Namun demikian, hadits juga bisa 
membentuk hukum tersendiri mengenai hal yang tidak ada 
dalam al-Ouran (Ridwan, 2021). Jika dilihat dari sumbernya, 
Hadits dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu Hadits Nabawi 
dan Hadits Oudsi (Thalib et al., 2020). 

Ijtihad 

Kata ijtihad berasal dari kata “al-jahd” atau “al-juhd” yang 
berarti “al-masyogot” (kesulitan atau kesusahan) dan “athogot” 
(kesanggupan dan kemampuan). Dengan demikian “ijtihada” 
berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya. Ijtihad dalam 
pengertian lain yaitu berusaha memaksimalkan daya dan upaya 
yang dimilikinya. Dengan demikian, ijtihad bisa digunakan 
sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 
menyangkut tentang hukum Islam/( Has, 2013) . Ijtihad digunakan 
untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan 
secara tegas dalam Al-Ouran dan hadis. Akan tetapi, harus 
memenuhi kaidah berijtihad dan tidak boleh bertentangan 
dengan Al-Our'an dan Hadis. 

Para ulama membagi hukum melakukam ijtihad menjadi 3 
bagian,yaitu: pertama, fardhu “ain, bagi orang yang dimintai 
fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan 
ia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian 
hukumnya. Atau ia sendiri mengalami peristiwa dan ia ingin 
mengetahui hukumnya. Kedua, fardhu kifayah, bagi orang 
yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang 


yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain ia 
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tidak ada lagi mujtahid-mujtahid yang lainnya. Maka apabila 
ke semua mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad maka 
mereka berdosa semua. Tetapi apabila ada seorang dari mereka 
memberikan fatwa hukum maka gugurlah tuntutan ijtihad 
atas diri mereka. Ketiga, sunnat, apabila melakukan ijtihad 


mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. 


E. Sistem Hukum Adat 


Banyak konstitusi di dunia memuat ketentuan khusus untuk 
penduduk asli atau masyarakat hukum adat, memberi mereka hak- 
hak khusus untuk mengatur hak-hak tradisional, lembaga adat dan 
hukum adatnya. Pengakuan keberadaan masyarakat adat dan lembaga 
tradisional bervariasi dalam konstitusi. Keberadaan kelompok adat, 
pemimpinnya, lembaganya, dan aturannya dalam suatu negara 
mungkin menyiratkan otoritasyang tumpang tindih, yaitu koeksistensi 


struktur hukum yang berbeda dalam satu negara. 


Dalam konteks Indonesia, tidak satupun Konstitusi di Indonesia 
secara penuh memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap 
hak masyarakat hukum adat, meskipun mengandung unsur retorika 
keberpihakan. Lemahnyapengakuan danperlindungan hak masyarakat 
hukum adat dalam Konstitusi mengakibatkan negara dengan leluasa 
menggunakan kekuasaannya untuk mengesampingkan hak turun 
temurun (Dahlan, 2019). Konstitusi telah mengamanatkan kepada 
negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta segala hak-haknya. Namun hal itu, belum 
memberikan jaminan dalam tataran praktik bagi terjaganya eksistensi 


masyarakat hukum adat (Subroto, 2019). 


Regulasi yang mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum 
adat dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam sudah 
banyak peraturan perundang-undangan yang terbit, dari regulasi yang 
tertinggi yaitu UUD 1945 sampai dengan terendah yaitu peraturan 
desa. Namun banyaknya regulasi belum mampu menyelesaikan 


persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat adat, karena 
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regulasi yang ada hanya bersifat parsial, tidak mengatur secara khusus 
masyarakat adat dan tanah ulayatnya. 


Istilah “hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat 
istimewa” dalam Pasal 18 UUD 1945 (naskah asli) dijabarkan sebagai 
keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam penjelasan UUD 1945 
dituliskan “zelfbesturende landchappen” (daerah-daerah swapraja) 
dan “volksgemenschappen” (masyarakat adat). Setelah amandemen 
UUD 1945, pengakuan akan keberadaan masyarakat adat di mana 
negara berkewajiban menghormati hak-hak asal usul daerah-daerah 
bersangkutan. Ketentuan yang mengatur masyarakat adat dalam 
amandemen UUD 1945 yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3) dan 
Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 


Saat ini masih banyak permasalahan terhadap keberadaan dan 
hak tradisional masyarakat hukum adat dalam posisi lemah. hal ini 
disebabkan adanya persepsi yang tidak seimbang dari semua pihak 
terkait, dalam memosisikan tanah ulayat dan masyarakat hukum 
adat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan 


Pancasila dan Undang-Undang Dasar (Wiguna, 2021). 


Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan 
kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya 
seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan- 
peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan 
dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan- 
peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat 
memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegak hukum 
adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan 
besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga 


keutuhan hidup sejahtera. 


Pelanggaran hukum dalam sistem hukum barat dibedakan atas 
yang bersifat pidana dan pelanggaran yang hanya mempunyai akibat 
dalam lapangan perdata sehingga masing-masing harus di tangani 


oleh hakim yang berbeda pula, perbedaan demikian pula tidak di kenal 
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dalam hukum adat. Setiap pelanggaran hukum adat memerlukan 
pembetulan hukum dengan adat reaksi yang ditetapkan oleh hakim 
(kepala adat). 


Hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis 
didalam perundang-undangan RI yang mengandung unsur agama dan 
berkedudukan sebagai salah satu sumber penting guna memperoleh 
bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju pada 


penyamaan hukum. 


Cornelis van Vollenhoven adalah yang pertama mencanangkan 
gagasan pembagian hukum adat. Menurutnya daerah di Nusantara 
menurut hukum adat dapat dibagi menjadi 23 lingkungan adat berikut: 
Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, 
Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan 
(Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/ 
Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, 
Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa 


Pesisiran), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda). 


F. Rangkuman 


Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang 
terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling 
berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan 
kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur- 


unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. 


Sistemhukumanglosaxonialahsuatusitem hukumyangdidasarkan 
pada yurispudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu 
yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. 
Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum 
kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika 
masyarakat, Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan 
hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan 


kepada seorang hakim sangat luas. 
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Sistem hukum eropa kontinental merupakan suatu sistem 
hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum 
dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan 
lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem yang dianut 
oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum 
Romawi disebut sebagai sistem civil law. Sistem civil law mempunyai 
tiga karakteristik, yaitu adanyakodifikasi, hakim tidak terikat kepada 
preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang 
terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Bentuk-bentuk 
sumber hukum dalam arti formaldalam sistem hukum civil law 
berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan 


yurisprudensi. 


Sedangkan hukum adat bersumbernya adalah peraturan- 
peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan 
dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Sementara 


itu sumber hukum Islam adalah Al Our'an, Hadits, Ijtihad Ijma. 


Latihan Soal 

1. Jelaskan pengertian sistem hukum dan buktikan bahwa hukum 
merupakan suatu sistem! 

2. Sebutkan cirinya masing-masing sistem hukum ! 

3. Jelaskan perbedaan sistem hukum civi law dengan common law! 

4. Jelaskan sumber hukum sistem civi law, common law, hukum adat 
dan hukum Islam! 


5. Apa yang dimaksud Hukum Privat dan Hukum publik! 
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Capain Pembelajaran 
Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan perkembangan pemikiran 
ilmu hukum dengan berbagai aliran/mazhab ilmu pengetahuan 


hukum 


A. Pemikiran Ilmu Hukum 


Titik tolak semua teorisasi hukum-pada dasarnya berporos 
pada satu hal, yaitu “hubungan manusia dan hukum. Semakin 
landasan suatu teori bergeser ke faktor peraturan, maka semakin ia 
menganggap hukum sebagai unit tertutup yang formal-legalistik. 
Sebaliknya, semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu terbuka 


dan menyentuh mosaik sosial kemanusiaan. 


Dalam beberapa tahun terakhir, teori hukum telah berkembang 
menjadi istilah umum untuk pemikiran hukum multidisiplin. Di 
akhir abad ke-20, literatur hukum tampaknya mulai secara luas 
mendiskusikan “Legal Theory”, yang membagi ilmu hukum terdiri 
atas tiga lapisan sebagaimana dikemukakan oleh Jan Gijssels dan 
Mark van Hocke, yaitu dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat 


hukum. Filsafat Hukum menduduki peringkat “tertinggi”, kemudian 
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diikuti Teori Hukum dan Dogmatika Hukum. Karena Filsafat Hukum 
merupakan basis atau “ibu” bagi disiplin hukum lainnya (Atmadja & 
Budiartha, 2018). 


Dalam kepustakaan Inggris, istilah yang paling umum dan paling 
tua untuk “Teori Hukum” adalah Jurisprudence. Istilah lain yang 
kini kita jumpai antara lain Legal Theory dan Theory of Law. Dalam 
bahasa Belanda digunakan istilah Rechtstheorie yang diartikan sebagai 
“teori dari hukum positif, metode untuk memperoleh pengetahuan 
hukum, hubungan timbal balik antara hukum nasional dan hukum 


internasional (Atmadja & Budiartha, 2018). 


Pada dasarnya kehidupan manusia dikendalikan oleh hukum 
yang dalam perkembangannya mengalami kemajuan, baik dari segi 
teori maupun fungsi pragmatisnya. Hasil perkembangan hukum 
merupakan akibat dari pesatnya perkembangan aspek-aspek dan 
variasi kehidupan manusia yang harus diatur oleh hukum. Sebagai 
akibatnya telah pula menghasilkan konsepsi-konsepsi hukum yang 


tercermin dari berbagai aliran pemikiran hukum. 


Teori hukum, sejak kemunculannya, telah mengalami 
perkembangan dari abad ke abad dan dari generasi ke generasi. 
Perkembangan tersebut mewakili semangat zamannya. Namun juga 
tak jarang terlihat bahwa ia mengalami pergeseran cara pandang 
sesuai dengan peralihan zaman baik di era klasik, abad pertengahan, 
modern, dan kontemporer. Akan tetapi pada saat yang sama pula, 
perkembangan tersebut juga mengalami “perjumpaan” dengan 
generasi hukum alam, generasi rasionalisme, generasi historisme, 
generasi positivisme, generasi sosio-antropologi, generasi realisme, 


dan generasi-generasi lain yang muncul sesudahnya. 


Adapun aliran-aliran pemikiran hukum terdiri atas: (i) aliran 
hukum alam, yang lebih menekankan analisanya pada masalah 
sumber hukum, isi hukum, dan bentuk hukum, (ii) aliran hukum 
sejarah lebih menekankan analisisnya pada masalah tujuan hukum 


dan evaluasi hukum, (iii) aliran utilitarian menekankan analisisnya 
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pada masalah tujuan hukum dan evaluasi hukum, (iv) aliran hukum 
positif menekankan pembahasannya pada aspek pembentukan 
hukum, bentuk hukum, dan isi hukum, (v) sociological jurisprudence, 
menekankan pembahasannya pada aspek masyarakat hukum, 
pembentukan hukum, dan bentuk hukum serta evaluasi hukum, dan 
(vi) aliran pragmatis yang menekankan pembahasannya pada aspek 


permasalahan institusi dan penerapan hukum (Rasjidi, 2008). 


Kajian konsep teori hukum pada tataran filosofis ini fokus 
pada dua aliran Filsafat Hukum yang sangat berpengaruh di dunia, 
khususnya Indonesia sampai saat ini, yaitu “Teori Hukum Alam” dan 
“Teori Positivisme Hukum”. Selanjutnya berbagai aliran pemikiran 


hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 


1. Teori Hukum Alam 

Hukum alam adalah hukum yang digambarkan berlaku abadi 
sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan Yang Maha 
Adil, dari alam semesta dan dari akal budi manusia, sebagai hukum 
yang kekal dan abadi yang tidak terikat oleh waktu dan tempat sebagai 
hukum yang menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan 
semutlak-mutlaknya kepada segenap umat manusia (Rasyidi, 1994). 
Para pemikir terdahulu, umumnya menerima suatu hukum yaitu 
hukum alam atau hukum kodrat. Berbeda dengan hukum positif 
sebagaimana diterima oleh orang dewasa ini, hukum alam yang 
diterima sebagai hukum tersebut bersifat tidak tertulis. Hukum alam 
ditanggapi tiap-tiap orang sebagai hukum oleh sebab menyatakan apa 


yang termasuk alam. 


Ahli teori hukum kodrat mengklaim bahwa hukum itu standar 
rasional untuk perilaku, teori ini muncul dalam karya Thomas 
Aguinas, ahli teori hukum kodrat paradigmatik. Definisi hukum 
Aguinas yang lengkap dan terkenal adalah itu hukum adalah (1) suatu 
peraturan tentang alasan (2) untuk kebaikan bersama, (3) dikeluarkan 
oleh orang yang memelihara masyarakat, dan (4| diundangkan. 


Hukum adalah tata cara akal budi untuk menunjukkan hukum untuk 
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kebaikan bersama, dikeluarkan oleh orang yang memiliki kepedulian 


masyarakat, dan diumumkan (Murphy, 2008). 


Ada tiga tesis yang dikemukakan St. Augustine, menurut Atmadja 
& Budiartha, (2018) yaitu: 


1. Hukum Alam digunakan standar untuk menilai peraturan yang 
ditetapkan oleh negara yang disebut hukum positif baik atau 
buruk. 

2. Peraturan hukum positif yang bertentangan dengan prinsip- 
prinsip hukum alam, tidak sah. Peraturan hukum tersebut batal 
demi hukum dan tidak membebankan kewajiban kepada setiap 
orang. 


3. hukum yang tidak adil bukanlah hukum 


Kebaikan bersama dimulai dengan penjelasan tentang konsep 
persekutuan, yang merupakan bentuk pemersatu hubungan antara 
manusia (Finnis, 2016). Finnis mencatat bahwa istilah ini kebaikan 
bersama dikaitkan dengan dua makna lain - pertama, nilai-nilai 
fundamental itu baik untuk semua manusia, dan kedua, bahwa 
masing-masing nilai fundamental itu sendiri merupakan suatu 
bentuk kebaikan bersama karena setiap kebaikan dapat dicapai 
dengan berbagai cara dan cara yang tak terbatas jumlah orang yang 
tidak terbatas (Osina, 2020). 


Hukum alam merupakan ide tentang keadilan abadi yang 
diusahakan diwujudkan, atau yang gagal diwujudkan manusia dalam 
kehidupannya. Keadilan adalah sesuatu yang tidak dapat dibentuk, 
melainkan merupakan hasil dari cara kerja alam. Ia merupakan 
puncak tertinggi dari hukum. Terbentuk dari penciptaan Tuhan dan 
rasio manusia. Penerapannya melalui perintah oleh manusia, hanyalah 
merupakan wujud dari kegagalan manusia untuk mewujudkannya dan 


karenanya harus ditebus dengan penggunaan perintah. 


Sumbangan terbesar aliran ini terletak pada dasar-dasar 
pemberlakuan hukum yang diberikannya terhadap sistem hukum. 


Hukum merupakan ekspresi dari hakikat umum manusia dengan 
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alam sebagai cirinya. Manusia merupakan masyarakat alam raya 
yang berkedudukan sederajat satu sama lain dan kesederajatannya 
merupakan akibat langsung dari hukum alam. Hukum alam mengatur 
seluruh hukum dan manusia, dengan demikian hukum alam menjelma 
dalam konstitusi dan hukum-hukum negara. Menurut penganut 
aliran ini, isi hukum adalah keadilan dan moral. Pemikir alam irasional 
seperti Thomas Aguinas, menganggap hukum bersumber pada Tuhan, 
sedangkan para penganut hukum rasional, seperti Grotius menganggap 


hukum bersumber pada rasio manusia. 


Hukum Alam tersebut hanyalah memuat azas-azas umum seperti 
misalnya: a) Berbuat baik dan jauhilah kejahatan: b) Bertindaklah 
menurut pikiran yang sehat, c) Cintailah sesamamu seperti engkau 


mencintai dirimu sendiri. 


Hukum alam juga dapat dilihat sebagai metode atau sebagai 
substansi. Hukum alam sebagai metode adalah yang tertua yang dapat 
dikenali sejak zaman yang kuno sekali, sampai kepada permulaan abad 
pertengahan. Ia memusatkan dirinya pada usaha untuk menciptakan 
peraturan-peraturan yang mampu untuk menghadapi keadaan yang 
berbeda-beda. Dengan demikian ia tidak mengandung norma-norma 
sendiri, melainkan hanya memberitahu tentang bagaimana membuat 


peraturan yang baik (Rahardjo, 2000). 


Hukum alam sebagai substansi (isi) berisikan norma-norma. 
Peraturan-peraturan dapat diciptakan dari asas-asas yang mutlak yang 
lazim dikenal sebagai peraturan hak-hak asasi manusia. ciri hukum 
alam seperti ini merupakan ciri dari abad ke-17 dan ke-18, untuk 
kemudian pada abad berikutnya digantikan oleh ajaran positivisme 
hukum (Rahardjo, 2000). 


2. Teori Hukum Positif 
John Austin (1790-1859), sering dianggap sebagai pendiri hukum 
positivisme dan Hans Kelsen. Sebagaimana di jelaskan oleh (Altman, 


2001) Inti teorinya John Austin sebagai berikut: 
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. hukum adalah perintah yang bersifat umum ditetapkan oleh yang 


berdaulat sebagai pedoman berperilaku bagi masyarakat di bawah 


penguasa, 


. perintah yang bersifat umum yang ditetapkan oleh Tuhan bagi 


manusia merupakan Hukum Tuhan dan menentukan kewajiban 


moral: 


. perintah yang bersifat umum yang ditetapkan oleh penguasa politik 


merupakan hukum positif dan menentukan kewajiban hukum. 
Mereka yang berperilaku bertentangan dengan peraturan hukum 
positif dapat dikenakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa 
politik atau di tangan yang mewakili, 


. sementara peraturan dibentuk masyarakat tidak ditetapkan atau 


ditegakkan oleh penguasa politik. Beberapa peraturan-peraturan 


ini ditetapkan oleh pemimpin perkumpulan organisasi perdata, 


. peraturan lainnya yang sama sekali tidak ditetapkan dari siapapun 


dan ditegakkan oleh opini publik. Peraturan itu terdiri dari norma- 
norma informal untuk berperilaku yang diharapkan masyarakat 
mengikat individu. Meskipun penguasa politik tidak akan 
menghukum setiap orang yang melanggar norma-norma informal 


tersebut. 


Hart menginventarisasi esensi ajaran Positivisme Hukum, 


(Atmadja & Budiartha, 2018) yaitu: 
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. tidak perlu mengaitkan antara hukum dan moral atau antara 


hukum positif dengan hukum yang seharusnya, 


. analisis (atau studi tentang arti) dari konsep hukum adalah (a) 


memperoleh manfaat, dan (b) dibedakan dari penelitian sejarah 
dalam hal sebab atau asal-usul hukum, dari penelitian sosiologi 
dalam hal hubungan hukum dan gejala sosial lainnya, dan dari 
kritisisme atau penilaian pada hukum apakah dalam arti moral, 


tujuan sosial, fungsi, atau tujuan yang lainnya: 


. pendirian bahwa sistem hukum adalah “sistem logika tertutup 


dalam mana putusan hukum yang benar dapat disimpulkan dengan 
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sarana logika dalam mengantisipasi aturan hukum tanpa merujuk 
tujuan sosial, kebijakan, dan tolok ukur moral, 

5. pendirian bahwa pertimbangan moral tidak mapan atau tidak 
dapat dipertahankan atau tidak tergantung sebagai pernyataan 
yang didapatkan dari fakta, argumen rasional, petunjuk atau bukti. 


Teori hukum positif menurut Hans Kelsen merupakan suatu teori 
tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya 
itu, yakni apakah senyatanya itu adil atau tidak adil. Selain itu, dapat 
dikatakan bahwa hukum positif merupakan kebalikan dari hukum 
alam. Sebab, mazhab ini mengidentikkan hukum dengan undang- 
undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Dasar 


pokok teori Kelsen adalah sebagai berikut : 


1. Tujuan teori tentang hukum, adalah untuk mengurangi kekalutan 
dan meningkatkan kesatuan (unity). 

2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah 
pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang 
seharusnya ada. 

3. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam. 

4. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak 
berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum. 

5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara 
pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola 
yang spesifik. 

6. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positip 


tertentu seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada. 


B. Rangkuman 


Perkembangan pemikiran yang berupa teori selalu berubah, 
dipengaruhi oleh tempat, waktu dan keadaan, demikian juga 
pemikiran hukum berpengaruh kuat terhadap ajaran/paham dalam 
ilmu hukum dari abad ke abad karena merupakan bagian dari mata 


rantai perkembangan. Sehingga pemahaman terhadap sebuah teori 
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harus melihat konteks pemikiran yang berkembang ketika teori 
tersebut lahir. Cara-cara dan kemampuan berpikir manusia dari waktu 
ke waktu merupakan pendorong utama perkembangan teori-teori 
tersebut. Perkembangan cara-cara dan kemampuan berpikir manusia 
melahirkan konsep-konsep dari tingkat yang sederhana sampai pada 
tingkat yang lebih tinggi, hingga pada penjelasan-penjelasan yang 
lebih filosofis. 


Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan jamannya, 
teori sering tampak sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap 
permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang 
dominan waktu itu. Berbagai pergulatan teori hukum dan pemikiran 
para yuris yang secara menerus hingga melahirkan banyak aliran dalam 
pemikiran hukum. Aliran hukum atau juga biasa disebut madzab 
sepanjang sejarah pemikiran hukum terus menerus mengalami 
dinamika dan perkembangan. Hadirnya aliran-aliran pemikiran 
hukum diperlukan dalam menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar 
hukum hingga pada aspek filosofinya. Selain itu beberapa aliran 


pemikiran hukum juga mewarnai praktek hukum di beberapa negara. 


Latihan Soal 

1. Jelaskan secara singkat inti dari aliran pemikiran hukum alam! 

2. Bandingkan antara aliran legal positivistic dengan Aliran Hukum 
Alam! 

3. Sebutkan tokoh-tokoh aliran-aliran (mazhab-mazhab) hukum 
alam, sejarah utilitarian, hukum positif, sociological jurisprudence, 
dan aliran pragmatis! 

4. Jelaskan pokok-pokok ajaran tentang hukum dari mazhab sejarah 
menurut Van Savigny dan latar belakang munculnya madzab 
sejarah! 
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Capaian Pembelajaran 

Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu kenyataan hukum sebagai hukum 
sebagai sikap tindak, yang antara lain mencakup sosiologi hukum, 
antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan 


sejarah hukum. 


A. Sosiologi hukum 


Sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari 
hukum dalam konteks sosial, tentang hubungan antara masyarakat 
dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh 
timbal balik hukum dengan fenomena sosial lainnya (Abraham, 
2021). Sosiologi hukum merupakan sub disiplin ilmu sosiologi yang 
mempelajari pola-pola tingkah laku dalam masyarakat. Sosiologi 
hukum mengkaji mengapa sebagian orang menaati hukum sedangkan 
sebagian lainnya melanggar aturan? Mengapa sebagian kelompok 
masyarakat menjunjung tinggi peraturan pemerintah, dan sebagian 
lagi mematuhi hukum adat? Kondisi sosial apa yang memungkinkan 
seseorang melanggar hukum? Bagaimana hukum itu dibuat? Untuk 
tujuan apa dan siapakah hukum itu dibuat? Dan masih banyak lagi 
yang bisa menjadi objek kajian sosiologi hukum (Abraham, 2021). 
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Pertanyaan selanjutnya adalah apakah sosiologi hukum, bagian 
dari studi “hukum, atau “ilmu sosial? Sosiologi hukum adalah bagian 
dari ilmu sosial secara umum dan karena itu asumsi dan prinsip dasar 
ilmu (sosial) berlaku. sosiologi hukum bukanlah “hukum' melainkan 
“kontrol sosial (Griffiths, 2017). Black, (1976) berpendapat bahwa 
setiap disiplin ilmu didefinisikan oleh variabel dependen dan bahwa 


sosiologi hukum memiliki variabel dependennya “perilaku hukum”. 


Tujuan sosiologi hukum adalah untuk meneliti fenomena hukum. 
Tindakannya membedakan sosiologi hukum dari ilmu normatif. Ilmu 
hukum normatif lebih mengarah pada kajian hukum law in books, 
sedangkan sosiologi hukum lebih menitikberatkan pada hukum dalam 
law in action. Sosiologi hukum lebih suka menggunakan pendekatan 
empiris deskriptif, sedangkan ilmu hukum normatif lebih bersifat 
preskriptif. Kajian hukum lebih berorientasi pada struktur sosial 
dalam model sosiologis daripada paradigma yurisprudensial yang 


lebih menekankan produk kebijakan atau regulasi. 


Sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari 
hukum dalam konteks sosial, tentang hubungan antara masyarakat 
dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal 


balik hukum dengan fenomena sosial lainnya. 


Ada beberapa pendapat tentang pengertian sosiologi hukum 
menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut (Idayanti, 2020): 


1. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang 
mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum 
dalam masyarakat. 

2. Donald Black, sosiologi hukum menurut adalah kajian yang 
membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna 
menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. 

3. David N. Schiff, sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi 
yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang 
berhubungan dengan masalah legal relation, termasuk proses 


interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial. 
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. Soetandyo Wignjosoebroto, sosiologi hukum merupakan kajian 


sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum 


sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. 


. Otje Salman, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang 


interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris 


analitis. 


. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum 


terhadap perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. 


. Soerjono Soekanto, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang 


ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis 
dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan 


gejala sosial lainnya. 


Adapun yang menjadi objek kajian sosiologi hukum adalah 


sebagai berikut (Idayanti, 2020): 


1. 


Interaksi sosial terkait dengan hukum. Hukum yang berlaku dalam 
masyarakat berfungsi untuk memperlancar syarat interaksi sosial. 
Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, maka masyarakat 


dapat hidup dengan damai dan tenang. 


. Kelompok sosial dengan hukum. adalah aktivitas yang terjadi antara 


dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu sistem yang dinamakan 
hukum. Seperti adanya AD dan ART dalam suatu organisasi, 
maupun UU yang mengatur tentang berkehidupan negara. 

Kebudayaan. Kehadiran hukum merupakan bagian dari adanya 
unsur budaya. Kedua hal tersebut saling berkaitan untuk mengatur 
bagaimana masyarakat yang berkebudayaan dapat diatur dengan 


aturan-aturan yang mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat. 


. Lembaga sosial. Keberadaan lembaga sosial dalam masyarakat 


memiliki aturan-aturan untuk mengontrol interaksi dalam 


masyarakat. 


. Stratifikasi sosial, adalah pasal-pasal yang tertera dalam peraturan 


perundang-undangan yang mengatakan bahwa hukum tidak 
membeda-bedakan. Meskipun begitu, pada kenyataannya dalam 
masyarakat terdapat lapisan sosial. 
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6. Kekuasaan dan wewenang, adalah tugas yang sudah diatur 
dalam aturan berupa undang-undang dan tugas tersebut wajib 
dilaksanakan 

7. Masalah sosial. Pengertian masalah sosial pada konteks ini adalah 
hal-hal yang berkaitan dengan perilaku yang menyimpang terhadap 


keberadaan hukum. 


B. Antropologi Hukum 


Awal pemikiran antropologis tentang hukum dimulai dengan 
studi-studi yang dilakukan oleh kalangan ahli antropologi dan bukan 
dari kalangan sarjana hukum (Ikhnadito, 2021). Antropologi adalah 
ilmu yang mempelajari manusia. Pengertian Antropologi dapat 
dilihat dari 2 sisi yaitu Antropologi sebagai ilmu pengetahuan artinya 
bahwa Antropologi merupakan kumpulan pengetahuan-pengetahuan 
tentang kajian masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara 
sistematis atas dasar pemikiran yang logis. pengertian Antropologi 
yang kedua adalah cara-cara berpikir untuk mengungkapkan realitas 
sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat dengan prosedur dan 
teori yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah 


(Audri, 2020). 


Dipelajari antropologi adalah masalah yang berkaitan dengan 
manusia dengan berbagai aspek, baik pribadi, sosial maupun budaya. 
Dengan demikian ruang lingkup antropologi itu agak luas, walaupun 
sorotannya menurut ahli antropologi. Dalam pandangan (Rahardjo, 
2000), ruang lingkup studi antropologi hukum, di antaranya, adalah 


sebagai berikut: 


1. Bagaimanakah tipe-tipe badan yang menjalankan pengadilan dan 
perantaraan dalam masyarakat? 

2. Apakah yang menjadi landasan kekuasaan dari badan-badan itu 
untuk menjalankan peranannya sebagai penyelesaian sengketa? 

3. Dalam keadaan tertentu, macam-macam sengketa yang 
bagaimanakah yang menghendaki penyelesaian melalui pengadilan 


dan yang manakah menghendaki perundingan? 
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4. Fungsi-fungsi serta efek-efek ekosistemik yang manakah yang 
bekerja atas suatu proses hukum? 

5. Prosedur-prosedur manakah yang dipakai untuk masing-masing 
jenis sengketa pada kondisi-kondisi tertentu? 

6. Bagaimanakah keputusan itu dijalankan? 


7. Bagaimanakah hukum berubah? 


C. Psikologi Hukum 


Dalam perkembangan era hukum modern, hukum telah 
memasuki bidang yang dapat menggarap tingkah laku manusia, 
misalnya, dengan menggunakan psikologi. Dalam hal dikaitkan 
dengan hukum, psikologi hukum merupakan suatu cabang ilmu 
pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan 


daripada perkembangan jiwa manusia. 


Menurut Soedjono ruang lingkup psikologi hukum meliputi: 
(1) segi psikologi tentang terbentuknya norma atau kaidah hukum, 
(2) kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum, (3) perilaku 
menyimpang, dan (4) psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan 
perilaku. Di samping itu, Soerjono Soekanto juga membagi ruang 
lingkup psikologi hukum menjadi: (1) dasar-dasar kejiwaan dan fungsi 
pelanggaran terhadap kaidah hukum, (2) dasar-dasar kejiwaan dan 
fungsi pola-pola penyelesaian pelanggaran kaidah hukum, dan (3) 


akibat-akibat dari pola penyelesaian sengketa tertentu (Safudin, 2020). 


D. Perbandingan Hukum 


Perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum yang 
mempelajari perbedaan sistem hukum antar negara yang satu dengan 
negara lain, memperbandingkan sistem hukum positif dari bangsa 
yang satu dengan bangsa yang lain. Perbandingan tersebut menyelidiki 
persamaan dan perbedaan unsur-unsur dari dua atau lebih sistem 
hukum, baik sistem hukum yang berlaku dalam dua waktu yang 


berbeda ataupun dua tempat yang berbeda. 
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Manfaat atau kegunaan daripada perbandingan hukum antara 


lain adalah sebagai berikut (Soekanto, 1979): 


1. 


Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan 
antara perbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian 


dasarnya. 


. Pengetahuan tentang persamaan perbagai bidang tata hukum dan 


pengertian dasar akan lebih mempermudah untuk mengadakan: 


(Keseragaman hukum, Kepastian hukum, Kesederhanaan hukum). 


. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan 


atau pedoman yang lebih mantap bahwa dalam hal-hal tertentu 
keanekawarnaan hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus 
diterapkan. 


. Perbandingan hukum akan dapat memberikan bahan-bahan 


tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau 
dihapuskan secara berangsur-angsur demi integrasi masyarakat, 


terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia. 


. Perbandingan hukum dapat memberikan bahan tentang hal-hal 


apa yang diperlukan untuk mengembangkan hukum antar tata 
hukum pada bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalu 


sulit untuk diwujudkan. 


. Dengan pengembangan perbandingan hukum, maka yang menjadi 


tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/ atau 
perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum 


secara adil dan tepat. 


. Kemungkinan untuk mengadakan pendekatan fungsional, yaitu 


pendekatan dari sudut masalah hukum yang dihadapi dengan 


terlebih dahulu menemukan hakikatnya. 


. Perbandingan hukum tidak hanya meneliti peraturan perundang- 


undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin, 
akan tetapi juga motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis 


yang menjadi latar belakangnya. 


. Oleh karena merupakan ilmu kenyataan, maka perbandingan 


hukum tidak terikat oleh kekakuan dogma. 
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10. Bahan perbandingan hukum sangat penting untuk melaksanakan 
pembaharuan hukum. 

1. Di bidang penelitian, perbandingan hukum sangat penting sebagai 
ilmu yang lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian 
hukum. 

12. Di bidang pendidikan hukum, perbandingan hukum memperluas 
kemampuan anak didik untuk memahami sistem-sistem hukum 


yang ada, serta penegakannya yang tepat dan adil. 


E. Sejarah Hukum 


Ilmu sejarah dan ilmu hukum merupakan2 (dua)entitasyang tidak 
dapat dipisahkan karena pada dasarnya hukum merupakan produk 
sejarah yang terus menerus berkembang sesuai dengan peradaban 
manusia. Mempelajari ilmu hukum berarti juga mempelajari sejarah 
itu sendiri. Maka, dengan mengetahui sejarah hukum di masa lalu 
adalah keniscayaan untuk dapat memahami perkembangan sejarah 
hukum di sebuah bangsa (Riwanto, 2016). 


Hukum yang berlaku sekarang memang berbeda dengan hukum 
pada masa lampau dan tidak sama dengan hukum pada masayang akan 
datang. Namun, dalam tata hukum yang berlaku sekarang terkandung 
unsur dari tata hukum lampau. Kemudian, dalam tata hukum yang 
berlaku sekarang terbentuk tunas-tunas mengenai tata hukum pada 


masa yang akan datang (Warjiyati, 2018). 


Menurut Soekanto 91983), sejarah hukum mempunyai beberapa 


kegunaan, antara lain sebagai berikut: 


1. Sejarah hukum mengungkapkan fakta masa lampau dalam 
hubungannya dengan fakta hukum masa kini. 

2. Memberi pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum 
tidak berdiri sendiri, ia dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan. 
Hukum masa kini merupakan basil perkembangan dari hukum 
masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum 
masa mendatang. 


3. Mengungkapkan apa sebabnya kaedah-kaedah hukum masa kini 
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mempanyai sifat dan ciri tertentu, misalnya mengapa bunyi pasal 
283 dan 534 KUHP yang oleh sementara kalangan dianggap sebagai 


bertentangan dengan program Keluarga Berencana. 


. Membantu dalam praktek hukum untuk mengadakan penafsiran 


secara historical terhadap peraturan-peraturan tertentu. 


. Dengan sejarah hukum mahasiswa hukum bisa lebih memahami 


hukum yang dipelajarinya. 


. Berguna bagi penelitian hukum terutama dalam mengungkapkan 


kebenaran dalam kaitan masa lampau dan masa kini. 


. Berguna terutama bagi pembentuk dan penegak hukum, karena 


mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum 


tertentu 


. Memberikan kemampuan untuk dapat menilai keadaan-keadaan 


yang sedang dihadapi dan memecahkan masalah-masalahnya. 


F. Rangkuman 


Ilmu kenyataan atau tasachenwissenschaft atau seinwissenschaft 


yang menyoroti hukum sebagai perilaku atau sikap tindak, yang 


antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi 


hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 


Latihan Soal 


1. 


2. 


jelaskan Ruang lingkup Sosiologi Hukum? 
Bagaimana pendapat saudara tentang hubungan antara budaya, 


hukum, dan perubahan sosial? 


. Sebutkan kegunaan ilmu Psikologi hukum dalam penegakan 


hukum? 


4. Sebutkan apa yang menjadi objek kajian perbandingan hukum? 


. Apa yang dimaksud dengan sejarah hukum dan apa kegunaannya 


mempelajari sejarah hukum? 
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